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MOTTO 
 
 اوُقَّدَصَت ٌْ َأَو ٍةَسَسََِي يَنِإ ٌةَسِظَنَف ٍةَسِسُع وُذ ٌَ اَك ٌْ ِإَوٌَ وًُ َهِعَت ِىُتِنُك ٌْ ِإ ِىُكَن ٌسََِخ  
“Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,                                                              
maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan.                                                                                                                        
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,                                                         
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” 
 ~ Q.S. Al-Baqarah (2): 280~ 
 
Tidak selamanya diam itu emas, Tidak semuanya bersuara itu mewakilkan.  
Pada kenyataannya dalam banyak hal. DO’A menjadi yang paling dibutuhkan. 
   ~@injodotID~ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
        Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di 
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangka
n  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
  
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
x 
  
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ً Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
xi 
  
3. ةهرٍ Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فَك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf 
dan 
Tanda 
Nama 
ً...أ Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
xii 
  
ً...أ Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. مَق Qīla 
3. لوقٍ Yaqūlu 
4. ٌيز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
 
xiii 
  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّتز Rabbana 
2. لّصن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
xiv 
  
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤننا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإ دحمم اي و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدًلحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٌإو ينقشاسنايرخ وله للها  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 ٌاصَلماو مَكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
           ONISAK SRI UTAMI, NIM: 152.111.015 “STRATEGI 
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  BERMASALAH DI 
BMT HIRA TANON MENURUT FATWA DSN MUI NO. 47 /DSN-
MUI/IV/2005 (Studi Kasus di KSPPS BMT Hira Tanon)” Murābahah adalah 
pembiayaan jual beli. Murābahah yaitu jual beli dengan harga jual barang 
ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh Pihak BMT 
(penjual) maupun Pihak Anggota/Nasabah (pembeli). Namun masih saja ada 
pihak yang melakukan penyimpangan seperti melanggar kesepakatan dan 
melakukan pembiayaan bermasalah.  
         Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Strategi Penyelesaian 
yang dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon dalam mengatasi Pembiayaan 
Murābahah Bermasalah dan mengetahui Apakah Strategi Penyelesaian yang 
dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon sudah sesuai atau belum dengan ketentuan 
Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005. 
         Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (Field Research). 
Maksudnya ialah jenis penelitian yang terjun langsung meneliti ketempat yang 
dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis dengan cara 
berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang dimulai dengan kaidah yang bersifat 
khusus kemudian disusun rumusan masalah yang bersifat umum. Penelitian 
dilakukan di KSPPS BMT Hira Tanon. Metode teknik pengumpulan data yaitu 
dengan wawancara dan dokumentasi. 
         Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa dalam Strategi 
Penyelesaian  pembiayaan murābahah di KSPPS BMT Hira Tanon  yaitu Pertama 
dengan penagihan secara intensif kepada anggota yang sudah tidak menunaikan 
kewajibannya melewati batas waktu yang disepakati, Ketiga, teguran dengan 
melayangkan Surat Peringatan (SP) telah jatuh tempo, Ke-empat, adanya 
Rescheduling dan Restrukturing, Ke-enam, Hapus buku yaitu langkah terakhir 
yang dilakukan untuk membebaskan anggota dari beban hutangnya, serta adanya 
eksekusi/lelang jaminan jika diperlukan. Maka dari itulah Strategi Penyelesaian 
Pembiayaan  murābahah Bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon belum 
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 
sebab tidak menggunakan cara yang ditawarkan, melainkan menggunakan cara 
yang lain, tetapi bukan berarti bertentangan dengan fatwa DSN MUI tersebut. 
Meskipun begitu masih terdapat anggota yang bermasalah. Dan seharusnya perlu 
strategi yang lebih efektif guna mencegah pembiayaan murābahah bermasalah 
agar pihak BMT lebih selektif dan berhati- hati dalam memimilih calon anggota. 
Oleh karena itu adanya peningkatan kinerja dari KSPPS BMT Hira Tanon 
tersebut. 
Kata Kunci : Murābahah, BMT, Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 
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ABSTRACT 
 
            ONISAK SRI UTAMI, NIM: 152.111.015 “Strategy Finishing  According 
of DSN Fatwa No. 47 /DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di KSPPS BMT Hira 
Tanon)” Murabahah is financing sale and purchase. Murabahah is buy and sell 
with the sale price of goods coupled with the profit margin that has been agreed 
by the Bank (seller) and the customer (buyer). But there are still parties who make 
deviations such as breaking agreements and financing problems. 
 
 The purpose of this study is to find out how the Settlement Strategy 
conducted by KSPPS BMT Hira Tanon in dealing with Problem Murabahah 
Financing and to know whether the Settlement Strategy conducted by Kira BMT 
KSPPS is already in accordance with the provisions of Fatwa DSN MUI No.47 / 
DSN-MUI / II / 2005. 
 
 This research is a kind of qualitative field research. The point is the type 
od research that plunged directly into the place that was made the object of 
research. This study uses analysis by deductive thinking, which is a way of 
thinking that starts with a special rule and then formulates a general problem 
formulation. The study was conducted at KSPPS BMT Hira Tanon. The data 
collection technique method is by interview and documentation. 
 
 The results of the study and discussion determine that in the Murabahah 
financing Settlement Strategy in KSPPS BMT Hira Tanon namely First by 
approaching members, Second, intensive billing, Third, reprimand by sending a 
Warning Letter (SP) has matured, Fourth, the existence of Rescheduling and 
Restructuring, Sixth, Delete the book (Write Off), which is the last step taken to 
free the members from the debt burden, as well as the execution / auction 
guarantee if needed. Therefore, the Troubled Murabahah Financing Strategy in the 
KSPPS BMT Hira Tanon has not been fully in accordance with the provisions of 
Fatwa DSN MUI No. 47 / DSN-MUI / II / 2005 because it does not use the 
method offered, but uses another method, but that does not mean that it 
contradicts the MUI DSN fatwa. Even so there are still members with problems. 
And a more effective strategy should be needed to prevent troubled murabaha 
financing so that BMTs are more selective and careful in electing prospective 
members. Therefore there is an increase in the performance of the Hira Tanon 
BMT KSPPS. 
Keywords: Murabahah,  BMT,  Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 
 
 
 
 
 
 
xx 
  
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL .....................................................................................  i 
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .............................  ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ....................................  iii 
HALAMAN NOTA DINAS .........................................................................  iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .........................................  v 
HALAMAN MOTTO ...................................................................................  vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN....................................................................  vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..............................................  ix 
KATA PENGANTAR ..................................................................................  xvii 
ABSTRAK. ...................................................................................................  xx 
DAFTAR ISI .................................................................................................     xviii 
DAFTAR TABEL..........................................................................................      xix 
DAFTAR GAMBAR……….........................................................................       xxi 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah ........................................................  1 
B. Rumusan Masalah .................................................................  12 
C. Tujuan Penelitian ...................................................................  12 
D. Manfaat Penelitian .................................................................  13 
E. Kerangka Teori ......................................................................  13 
F. Tinjauan Pustaka ...................................................................  17 
G. Metode Penelitian ..................................................................  23 
H. Sistematika Penelitian ...........................................................  28 
 
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD MURABAHAH, STRATEGI 
DAN FATWA DSN MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 
A.  Murābahah ...........................................................................  30 
1. Pengertian Murābahah ...................................................  30 
2. Dasar Hukum Akad Murābahah ....................................  32 
xxi 
  
3. Rukun dan Syarat-syarat Akad Murābahah ...................  34 
4. Manfaat dan Resiko Akad  Murābahah………………..       38        
5. Praktik Jual Beli Akad Murābahah……..………...........       39 
6. Skema Akad Murābahah……………..…………………       42       
7. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Konsumen  
Dengan Akad Murābahah……………………………..        45 
B. Strategi…………………………………………………...        51  
1. Pengertian Strategi…………………………………...        51 
2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah…………………        51 
3. Kategori Pembiayaan Bermasalah……..…………….        53 
4. Tujuan Pengawasan Pembiayaan ……………………        59     
5. Strategi Pengembangan Perusahaan….………………        60 
C. Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005…………….         62 
 
BAB III STRATEGI PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH 
BERMASALAH DI BMT HIRA TANON SRAGEN 
A. Gambaran Umum KSPPS BMT HIRA TANON ..................        63 
1. Singkat Berdirinya BMT Hira Tanon……………….        63 
2. Visi dan Misi BMT Hira Tanon . ...............................        66 
3. Tujuan BMT Hira Tanon ............................................   66 
4. Struktur Organisasi BMT Hira Tanon  .......................   67 
5. Syarat- syarat Menjadi Anggota……………………..  68 
6. Produk - produk BMT Hira Tanon .............................       68 
B. Strategi Penyelesaian yang dilakukan BMT Hira Tanon  
 pembiayaan Akad Murābahah Bermasalah .........................   71 
 
 
 
 
xxii 
  
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 
MURABAHAH BERMASALAH MENURUT FATWA DSN 
MUI NO.  47/DSN MUI/II/2005 
A. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN MUI/II/2005 
tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murābahah 
Bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon Sragen ................... 80  
1. Penagihan Secara Intensif  ................................................ 80 
2. Teguran/Surat Peringatan ................................................. 80 
3. Rescheduling ..................................................................... 81 
4. Restructuring .................................................................... 82 
5. Write Off ........................................................................... 82 
6. Eksekusi Jaminan/Lelang  ................................................ 82 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ............................................................................  85 
B. Saran  .....................................................................................  86 
 
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................  88 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxiii 
  
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1  : Skema analisis data interaktif Miles dan Huberman………… 28 
 Gambar 2 : Skema Akad Murābahah …………………………………... 42 
Gambar 3  : Struktur Organisasi BMT HIRA TANON…………………... 67 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxiv 
  
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1 : Jumlah anggota piutang Murābahah BMT Hira……………. 5 
Tabel 2 : Data Anggota Pembiayaan Murābahah  
               di BMT Hira Tanon 3(tiga) tahun…………………………..  7 
Tabel 3 : Data Jumlah anggota pembiayaan Murābahah  
               di BMT Hira Tanon Sragen Periode 2016-2018…………… 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxv 
  
DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 : Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 
Lampiran 2 : Panduan wawancara untuk BMT Hira 
Lampiran 3 : Panduan wawancara untuk anggota pembiayaan  
Lampiran 4 : Daftar nama anggota Pembiayaan Murābahah 
Lampiran 5 : Hasil Wawancara di BMT Hira 
Lampiran 6 : Hasil Wawancara anggota Pembiayaan Murābahah 
Lampiran 7 :  Akad Pembiayaan Murābahah 
Lampiran 8 : Formulir Permohonan Pembiayaan 
Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian  
Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup Penulis 
 1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari 
nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Hadis Nabi dan 
sumber-sumber ajaran Islam lainnya.
1
 Beragam praktik transaksi ekonomi 
yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat 
Islam maupun antara umat Islam dengan umat-umat pemeluk agama lain 
dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni transaksi ekonomi yang 
sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional 
dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam 
wacana hukum Islam.
2
 
Lembaga keuangan dalam sistem keuangan bertindak sebagai lembaga 
yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat, secara umum lembaga ini 
diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan sebagai 
lembaga yang bersifat sebagai perantara dari mereka yang mempunyai dana 
kepada mereka yang memerlukan dana.
3
 Dengan prosedur yang panjang dan 
terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses 
                                                             
1
 Idris, Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi , (Jakarta; Prenadamedia 
Group, 2015), hlm. 4 
2 Ilmi Makhalul, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari‟ah, (Yogyakarta: 
UII Press, 2002),  hlm. 1     
3
 Taufiq Wijaya,  Lembaga Keuangan Syariah Non Bank , (Yogyakarta: Gerbang Media 
Aksara, 2015),  hlm. 2-3. 
2 
 
sumber pendanaan dari bank. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Ingkubasi 
Bisni Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan 
menengah.
4
 Oleh karena itu perlu adanya sistem usaha mikro syariah dan 
sesuai dengan syariah Islam. Alternatif tersebut adalah BMT (Baitul Maal wat 
Tamwil).
5
  
BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang 
bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berlandaskan syari‟ah. Selain itu, BMT 
juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang 
bergerak di bidang keuangan. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari 
namanya itu sendiri yaitu bait al-mal wat tamwil yang merupakan gabungan 
dari kata baitul maal dan bait at-tamwil. Secara singkat, bait al- mal 
merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa 
tujuan profit. Sedangkan Bait at-Tamwil merupakan lembaga pengumpulan 
dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.
6
 
Dengan berbadan hukum koperasi, minimal BMT diharapkan akan 
memiliki badan hukum yang jelas agar lebih menyakinkan masyarakat untuk 
mendukungnya. Dengan demikian akan memperkuat BMT dalam 
mensejahterakan masyarakat disekitarnya dalam rangka mengentaskan 
                                                             
4
  Heri Sudarsono,  Bank Islam dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi , 
(Yogyakarta: Ekonisia, 2004),  hlm 98. 
5  Muhammad Ridwan,  Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII 
Press, 2004),  hlm. vi. 
6 Ahmad Sumiyanto,  BMT Menuju Koperasi Modern,  (Yogyakarta: ISES Publishing, 
2008), hlm. 15. 
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kemiskinan disekitar daerah tersebut.
7
 BMT yang berkembang di pedesaan 
dan perkotaan saat ini pada umumnya berstatus sebagai koperasi tanpa 
melalui usaha otonom dari sebuah KUD yang telah ada dan jenis usahanya 
pun tidak terbatas pada simpan pinjam. Menurut Atjep Djazuli dkk, selain 
mengacu kepada ketentuan bahwa koperasi sebagai landasan badan hukum 
BMT juga mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia c.q. Direktorat Jenderal pembagunan Daerah (Bangda), tanggal 14 
April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk 
Lembaga Keuangan Syariah.    
Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang 
kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa 
zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan 
Al-Quran dan Sunnah Rasul. BMT juga berperan sebagai lembaga keuangan 
yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 
tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
8
  
Adapun dalam melakukan pembiayaan di suatu Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), anggota lebih dominan terhadap 
pembiayan murabahah, meskipun ada berbagai produk yang dimiliki oleh 
KSPPS tersebut selain produk pembiayaan murabahah, tetapi dalam 
                                                             
7 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk Dan 
Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 145  
8 Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi islam, (Yogyakarta: 
Ombak, 2014), hlm. 144. 
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melakukan pembiayaan tersebut anggota banyak yang melanggar perjanjian. 
Salah satunya macet dalam angsuran pembayaran pembiayaan tersebut. Oleh 
karena itu peneliti ingin mengetahui seberapa jauh suatu BMT itu 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu pembiayaan 
murābahah yang bermasalah. Salah satunya Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah BMT HIRA Cabang Tanon yang letaknya strategis 
dengan pasar, pertokoan serta keramaian di sekitar jalan gabugan-gemolong. 
Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani selaku Manajer Cabang 
KSPPS BMT Hira Tanon tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sekarang 
lebih tertarik pada pembiayaan syariah khususnya pembiayaan murābahah 
dikarenakan sistemnya mudah, fleksibel dan cepat tentunya sesuai dengan 
syariat Islam berlandaskan syariah, meskipun banyak produk-produk terbaru 
yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Hira Tanon tetapi anggota lebih memilih 
pembiayaan murābahah dikarenakan kemudahannya.9  
Maka dari itu penulis ingin meneliti pembiayaan murābahah yang 
banyak digunakan oleh sebagian orang dalam melakukan pembiayaan syariah 
khususnya di BMT Hira Tanon. Namun adanya sistem mudah, fleksibel, dan 
cepat membuat para anggota pembiayaan terlena dan melakukan 
wanprestasi/melanggar janji dalam melakukan pembiayaan. Seperti dalam 
melakukan angsuran pada saat melakukan pembiayaan murābahah dalam 
pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang 
                                                             
9  Sri Mulyani, Manajer Cabang BMT Hira, Wawancara Pribadi, 23 Mei 2019 Pukul 
13.00 – 14.00 WIB. 
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dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran sesuai akad pembiayaan 
yang disepakati. 
Tabel 1. 
Jumlah anggota piutang Murābahah BMT Hira Tanon 3 (Tiga) 
Tahun terakhir 
   Tahun  Jumlah Anggota 
Pembiayaan Murābahah 
    2016              2.638 
    2017              3.492 
    2018              3.870 
Jumlah             10.000 
       Sumber: KSPPS BMT HIRA Tanon Sragen 
 
 Pada tahun 2016 - 2018 pembiayaan murābahah mencapai total 
hampir 10.000 anggota pembiayaan. Dari data dapat disimpulkan bahwa pada 
tahun 2016-2018 anggota/nasabah yang melakukan pembiayaan murābahah 
meningkat sangat signifikan dari tahun ke tahun.
10
  
BMT Hira selaku penyedia barang dan anggota sebagai 
pemesan/pembeli barang. Dalam transaksi murābahah, BMT Hira sebagai 
penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk 
harga pokok beli dan keuntungan yang diambil, tempo dan ketentuan- 
ketentuan lain yang tertuang dalam perjanjian.
11
 Tetapi dalam melakukan 
pembiayaan murābahah sendiri terkadang terjadi hal- hal yang merugikan 
BMT Hira itu sendiri, dikarenakan dari  pihak anggota tidak melaksanakan 
                                                             
10
 Dokumen Data Anggota Pembiayaan Murabahah 
 
6 
 
kewajibannya terhadap BMT Hira Tanon yang sebelumnya sudah melakukan 
kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.  
Seperti kasus bapak A yang menggunakan layanan pembiayaan 
dengan prinsip jual beli akad murābahah dengan memakai jaminan 
pekarangan guna mendapatkan pembiayaan 100 (seratus) juta rupiah, kurang 
lebih tiga bulan melakukan pembiayaan tersebut anggota juga mendapat 
keuntungan dari akad pembiayaaan murābahah tetapi dalam kurun beberapa 
bulan anggota melakukan pelanggaran seperti, menunggak dan tidak mau 
membayar angsuran tersebut padahal anggota mampu secara finansial.
12
 
Seperti  data yang terlihat di tabel 1 mengenai anggota pembiayaan 
murābahah sesuai dengan kategori angsuran berdasarkan  tingkat 
kolektabilitas.  
 Data Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3(tiga) 
kriteria yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun data 
anggota pembiayaan murābahah dari tahun 2016-2018 di BMT Hira disajikan 
dalam tabel dibawah ini. Dengan adanya data ini peneliti ingin menjelaskan 
bahwa setiap Koperasi itu terdapat kriteria –kriteria pembiayaan bermasalah 
khusunya di KSPPS BMT Hira Tanon. 
 
 
 
 
                                                             
12
  Sri Mulyani, Manager Cabang, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2019, jam 01.00 – 02.45 
WIB.  
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Tabel 2.  
Data Anggota Pembiayaan Murābahah BMT Hira Tanon 3(Tiga) Tahun 
Terakhir berdasarkan  tingkat kolektabilitas 
No Tahun Lancar Kurang lancar Diragukan Macet Jumlah anggota 
1 2016 1825 325 120 368 2.638 
2 2017 2582 316 235 359 3.492 
3 2018 2732 401 362 375 3.870 
 
Sumber: KSPPS BMT Hira Tanon Sragen 
 
Menurut  tabel. 2 anggota Pembiayaan Murābahah KSPPS BMT Hira 
Tanon di Kabupaten Sragen periode 2016-2018 di atas terlihat mengalami 
peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dalam jumlah anggota 
pembiayaan yaitu tahun 2016 dengan jumlah 2.638 anggota, tahun 2017 
dengan jumlah 3.492 anggota, tahun 2018 dengan jumlah 3.870 anggota, 
dengan adanya data peningkatan jumlah anggota pembiayaan murābahah 
diikuti dengan naiknya tingkat kolektabilitas pembiayaan bermasalah. Maka 
peneliti tertarik mengenai adanya data NPF (Non Performing Financings) 
karena dari hasil wawancara dengan ibu sri mulyani selaku manager cabang 
mengatakan bahwa sehatnya suatu Koperasi itu dibawah 5% tetapi dari data 
NPF nasional yang dihimpun bahwa BMT Hira menempati posisi 10% ke 
atas yaitu seperempat dari data anggota yang melakukan pembiayaan 
bermasalah dengan kategori macet, tetapi dari pihak BMT mengupayakan 
10% itu sudah baik bagi kesehatan BMT Hira.
13
 
                                                             
13  Sri Mulyani, Manager Cabang, Wawancara Pribadi, 23 Mei 2019, jam 01.00 – 02.45 
WIB. 
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Pembiayaan murābahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli 
barang dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Untuk memenuhi 
kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai 
dengan spesifikasi barang yang di pesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian 
bank menjual kembali barang tersebut pada nasabah dengan memperoleh 
margin keuntungan yang disepakati.
14
Oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa murābahah adalah suatu akad jual beli dimana penjual ataupun bank 
menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli atau 
nasabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
15
 
Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip 
syariah adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui 
transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang 
disepakati oleh para pihak. Adapun kegiatan pembiayaan syariah antara lain 
akad jual beli (aqd al-bai‟), akad ijarah, dan akad keperantaraan (akad 
wakalah bil ujrah), akad ju‟alah, atau (akad bai‟al-samsarah) dengan tujuan 
untuk melakukan pembiayaan jasa usaha keperantaraan (wasathah) dalam 
bisnis properti.
16
  
Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) 
adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan 
                                                             
14
 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah 
Konsep, Produk dan  Implementasi Operasional,(Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 66. 
15 Zainal Arifin, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 
2006), hlm. 85. 
16 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 
351. 
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pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak 
yang merugikan.
17
  
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang 
terdapat dalam setiap perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, 
bahkan Koperasi atau BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya 
pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan 
bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas 
perbankan.
18
 
Dalam Fatwa DSN-MUI telah dijelaskan mengenai penyelesaian 
dalam pembiayaan murābahah bermasalah yaitu fatwa DSN-MUI 
No.47/DSN-MUI/II/2005. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa LKS 
boleh melakukan penyelesaian (settlement) murābahah bagi nasabah yang 
tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah atau waktu 
yang telah disepakati, dengan ketentuan :
19
 (a) obyek murābahah atau 
jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga 
pasar yang disepakati; (b) nasabah bisa melunasi sisa utangnya kepada LKS 
dari hasil penjualan; (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utangnya maka 
LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; (d) apabila hasil penjualan 
lebih kecil daripada sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; 
                                                             
17
 Adiwarman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan), (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2010) hlm. 260. 
18
  Ibid. hlm. 261. 
19  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2015), hlm. 18. 
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(e) apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat 
membebaskannya.  
 Penulis tertarik untuk menggunakan fatwa DSN-MUI tersebut 
sebagai analisis dalam penyelesaian pembiayaan murābahah bermasalah yang 
terjadi di KSPPS BMT HIRA Tanon Sragen. Oleh karena itu sangat penting 
untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah 
penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan 
dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini perlu hati-hati sedini 
mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 
Sedangkan dalam hukum Islam diwajibkan untuk menghormati dan 
memenuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan 
kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam QS.AI-Anfaal (8) ayat 27 : 
ُخَتَو َلىُسَّسناَو َهَّهنا اىَُىُخَت اَن اىَُيآ ٍَ يِرَّنا اَهُّيَأ اَيًِ ُتَِ َأَو ِىُكِتاَاَيَأ اىَُىٌَ ىًُ َهِعَت 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui”.20 
 
Dari uraian latar belakang masalah tersebut,  penulis ingin lebih 
mendalaminya, karena untuk dapat bertahan di tengah-tengah persaingan 
lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya yang harus 
dilakukan BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah murābahah 
tersebut karena cash flow/pemasukan berkurang serta tunggakan pembayaran 
angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh anggota. Penulis memilih KSPPS 
                                                             
20 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 2019), hlm 181. 
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BMT Hira karena dalam wawancara pribadi dengan ibu Sri Mulyani selaku 
Manager cabang dijelaskan bahwa yang melanggar janji/tidak sesuai 
kesepakatan dari data yang dihimpun ada sekitar 25% dari anggota 
pembiaayaan murābahah. Dilihat dari perkembangan BMT saat ini terutama 
di daerah tanon yaitu KSPPS BMT Hira Tanon yang anggota/nasabahnya 
sekitar 720 anggota dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan mempunyai 
14 kantor cabang yang berkembang pesat saat ini dengan adanya bukti 
pesatnya perkembangan BMT terutama BMT Hira tersebut. Menurut data 
yang dijelaskan maka penulis ingin mengetahui langkah yang digunakan oleh 
BMT Hira guna menyelesaikan pembiayaan murābahah bermasalah tersebut 
dengan anggota yang dominan menggunakan pembiayaan murābahah 
tersebut. 
Tetapi ketentuan hasil rapat komite yang dilakukan oleh pihak BMT 
Hira dalam bidang pembiayaan sendiri menyatakan bahwa anggota yang 
melakukan pembiayaan murābahah bermasalah merupakan anggota yang 
tidak mampu membayar angsuran dan menunggak berbulan- bulan, meskipun 
secara finansial mampu. 
Penulis memilih meneliti pembiayaan bermasalah khususnya dalam 
pembiayaan murābahah karena anggota/nasabah BMT Hira lebih dominan 
melakukan pembiayaan murābahah berdasarkan wawancara dengan Manajer 
Cabang BMT Hira 80 dari 100 anggota lebih menggunakan pembiyaan 
12 
 
murābahah karena lebih mudah dan fleksibel.21 Oleh karena itu resiko anggota 
melakukan wanprestasi itu lebih besar dibandingkan dengan menggunakan 
produk pembiayaan selain pembiayaan murābahah bermasalah.  
Hal ini membuat penulis ingin meneliti langkah-langkah strategis guna 
menyelesaikan adanya pembiayaan murābahah bermasalah di BMT Hira 
Tanon. Untuk itu, skripsi ini berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan 
Murābaḥah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI NO.47/DSN – 
MUI/II/2005 (Studi Kasus KSPPS BMT HIRA TANON SRAGEN)”.  
 
B.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka masalah pokok 
yang akan dibahas dalam  proposal skripsi ini adalah: 
1.  Bagaimana strategi penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT HIRA 
TANON dalam mengatasi pembiayaan murābaḥah yang bermasalah? 
2. Apakah strategi penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT HIRA 
TANON sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.47/DSN – 
MUI/II/2005?   
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah:  
1. Untuk mengetahui strategi KSPPS BMT HIRA TANON dalam menangani 
pembiayaan murābaḥah yang bermasalah.  
                                                             
21  Sukati, Bagian Marketing BMT Hira, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2019 Pukul 15.00 -
16.00 WIB. 
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2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan KSPPS BMT  HIRA     
TANON sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia.  
  
D.  Manfaat Penelitian  
1. Secara Teoritik 
a.  Hasil penelitian dapat memberikan sumbang pemikiran dalam rangka   
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalat terutama yang 
berhubungan dengan pembiayaan murābaḥah bermasalah dan 
penyelesaiannya. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman rujukan 
untuk penelitian berikutnya. 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
BMT atau pihak lain yang terkait dalam mengambil kebijakan, khususnya 
yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga 
dapat bermanfaat bagi perkembangan  KSPPS BMT Hira Tanon, Sragen. 
 
E. Kerangka Teori 
Secara sederhana, murābahah berarti suatu penjualan barang seharga 
barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, 
murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan 
dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini 
merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam 
14 
 
murābahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang 
ingin diperoleh).
22
  
Pembiayaan, secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 
Dalam arti sempit, pembiayaan, dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari‟ah, kepada 
nasabahnya. Dalam terminologi bahasan ini, pembiayaan merupakan 
pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga 
pembiayaan kepada nasabah.
23
  
Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syari‟ah dalam menyalurkan 
dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syari‟ah. Penyaluran 
dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan 
oleh pemilik dana kepada pengguna dana.
24
  Dalam pembiayaan bentuk bai‟ 
al murābahah, LKS menghadapi berbagai resiko antara lain berkaitan dengan 
barang dan pembayaran. Berkaitan dengan resiko atas barang adalah adanya 
kerusakan atas barang sebagai objek pertukaran.  
Adapun resiko berkaitan dengan pembayaran, yaitu anggota tidak 
melakukan pembayaran baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal 
pembayaran. Lembaga Syariah dalam menghindari resiko ini menggunakan 
                                                             
22 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Depok: PT Raja 
Grafindo Persada, 2017), hlm 113. 
23 Ismail, Perbankan Syari‟ah, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011), hlm 105. 
24  Ibid, hlm 106. 
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cara antara lain dengan adanya agunan, penangguha (jaminan pihak ketiga). 
Dan syarat perjanjian yang menyatakan bahwa semua hasil barang murābahah 
yang djual kepada pihak ketiga (baik tunai maupun angsuran) harus atas 
sepengetahuan bank hingga kewajiban pembayaran kepada bank dibayar 
secara penuh.  
Jika tidak melakukan pembayaran dikarenakan faktor dari luar 
kemampuan pengawasan anggota, bank syariah secara moral berkewajiban 
untuk melakukan penyelesaian antara lain dengan mengadakan musyawarah, 
mengirim surat berupa teguran, memberikan tenggang waktu pembayaran, 
melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) bahkan me-restructuring 
piutang tersebut, sebaliknya jika anggota sudah memiliki kemampuan untuk 
membayar pada waktunya tetapi dia tidak melakukan, maka bank dapat 
melakukan pelelangan jaminan dan menerapkan konsep denda. Apabila 
angota benar-benar tidak mampu membayar sisa utangnya, maka bank 
syariah dapat melakukan penghapusan(Write Off) sebagian atau seluruh 
kewajiban anggota.
25
    
Pembiayaan macet merupakan suatu kondisi pembiayaan yang 
terdapat disuatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali 
pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau 
diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan 
terjadinya kerugian bagi koperasi. 
26
.  
                                                             
25 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 123-125 
26
 Ibid,… hlm 152. 
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Adapun dalam menyelesaikan pembiayaan murābahah bermasalah 
telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.47/DSN/MUI/II/2005 Tentang 
Penyelesaian Piutang Murābahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 
yaitu sebagai berikut Memutuskan bahwa : 
LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murābahah bagi 
nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembayarannya sesuai 
jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :
27
 
1. Objek murābahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau 
melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; 
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; 
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan 
sisanya kepada nasabah; 
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 
menjadi utang nasabah; 
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat 
membebaskannya. 
Dalam Fatwa DSN-MUI telah dijelaskan mengenai penyelesaian 
dalam pembiayaan murābahah bermasalah yaitu fatwa DSN-MUI N0. 
47/DSN-MUI/II/2005. Sehingga penulis menggunakan fatwa DSN-MUI 
tersebut sebagai strategi dalam penyelesaian pembiayaan murābahah 
bermasalah yang terjadi di BMT Hira Tanon. Oleh karena itu sangat penting 
untuk menyusun langkah- langkah tepat yang mana diperlukan penyelesaian 
                                                             
27 Hijrah Saputra (ed.), Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional 
MUI, 2014, Erlangga. 
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terhadap pembiayaan murābahah bermasalah sebagai langkah penyehatan 
dan perbaikan terhadap tingkat kesehatan keuangan. Hal ini diperlukan kehati 
– hatian sedini mungkin guna mengantisipasi hal- hal yang tidak di inginkan 
pada pembiayaan murābahah agar tidak bermasalah kembali.    
 
F. Tinjauan Pustaka  
Untuk mendukung penelitian yang lebih detail seperti yang 
dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan 
kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi 
dengan topik yang akan diteliti. Pustaka yang menjadi telaah penulisan ini 
adalah :  
Skripsi Sri Sarmini  (2018) dengan judul “Preferensi Nasabah 
Terhadap Produk Pembiayaan Murābahah Pada Lembaga Keuangan (Studi 
Kasus Pada Nasabah BMT Amanah Boyolali)”. Hasil temuan penelitiannya 
adalah faktor sosial ini berpengaruh pada preferensi nasabah sperti keluarga 
yang membuat seseorang menjalani perilaku dan gaya hidup baru 
mempengaruhi pilihan keputusan dalam proses pembelian. Karena kebiasaan 
dalam menentukan produk untuk digunakannya dan faktor pengaruh pribadi 
dipengaruhi oleh pendapatan pribadi dari orang- orang yang berada di 
sekitarnya dalam mengambil keputusan dalam pembelian.
28
 Berbeda dengan 
penelitian ini penelitian saya mengfokuskan pada strategi yang digunakan 
dalam menyelesaikan pembiayaan murābahah bermasalah yang dilakukan 
                                                             
28
 Sri Sarmini, “Preferensi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murābahah Pada 
Lembaga Keuangan (Studi Kasus Pada Nasabah BMT Amanah Boyolali)” , Skripsi, Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.  
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oleh nasabah karena adanya nasabah yang melakukan wanprestasi pada saat 
perjanjian pembiayaan murābahah tersebut. Maka dari itu perlu adanya 
perbandingan dan metode dalam menyelesaikan masalah terkait dengan 
penelitian yang penulis tulis.   
Skripsi Tri Wahyu Ningsih (2018) dengan judul “Jaminan Dalam 
Akad Murābahah di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten Tahun 2017 
(Prespektif Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Dan Pasal 127 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah)‟‟. Hasil temuan penelitiannya adalah penentuan 
jaminan pembiayaan murābahah meliputi Character, Capacity, Capital, 
Colateral, Condition dan barang yang dijaminkan adalah meliputi barang 
bergerak dan barang tidak bergerak. Character merupakan kepribadian 
seorang nasabah, Capacity merupakan kemampuan akan kewajiban yang 
harus dipenuhi, Capital merupakan harta kekayaan nasabah, Condition 
merupakan kondisi jaminan, dan Colateral merupakan benda yang mungkin 
disita jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya.
29
 Berbeda dengan 
penelitian di atas maka peneliti lebih menekankan pada strategi apa yang 
digunakan oleh KSPPS BMT Hira Tanon dalam menyelesaikan pembiayaan 
murābahah bermasalah  dengan strategi-strategi yang sesuai dengan Fatwa 
DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap sebagian nasabah yang 
bermasalah.  
                                                             
29
 Tri Wahyu Ningsih, “Jaminan Dalam Akad Murābahah di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Klaten Tahun 2017 (Prespektif Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Dan Pasal 127 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah)‟‟, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, 2018.  
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Skripsi Sri Mulyani (2018) dengan judul „‟Penerapan Denda Pada 
Akad Pembiayaan Murābahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 
(Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)‟‟. 
Hasil temuan penelitiannya adalah pada penerapan denda tersebut diterapkan 
pada nasabah yang mampu membayar dan tidak mempunyai itikad baik 
terhadap bank. Adapun unsurnya adalah akad, perjanjian, dan sanksi/denda. 
Dalam akadnya sudah jelas yakni jual beli. Sedangkan untuk perjanjian, bank 
hanya menjelaskan keuntungannya apabila nasabah terlambat membayar akan 
dikenakan saksi denda. Akan tetapi tidak dijelaskan secara keseluruhan 
mengenai surat perjanjian tersebut. Dana denda tersebut digunakan untuk 
dana sosial seperti memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, panti jompo, 
pembangunan masjid dan kegiatan keagamaan.
30
 Dari hasil temuan di atas 
ditekankan pada penerapan denda pada akad pembiayaan murābahah 
sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini peneliti akan meneliti 
bagaimana KSPPS BMT Hira Tanon dalam menyelesaikan permasalahan 
pembiayaan murābahah yang di sesuaikan dengan strategi khusus dari pihak 
pemodal/BMT tersebut serta sudah sesuaikah dengan Fatwa DSN MUI No. 
47/DSN-MUI/II/2005. 
Skripsi Wisnu Saputra (2017) dengan judul “Penanganan Wanprestasi 
Pada Pembiayaan Murābahah di BMT Karima Polanharjo Klaten Dalam 
Perspektif Hukum Islam”. Hasil temuan penelitiannya adalah penanganan 
                                                             
30
 Sri Mulyani, “Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murābahah Dalam Perspektif 
Fatwa DSN-MUI No.17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia 
Surakarta)‟‟, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.  
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wanprestasi pada pembiayaan Murabahah di BMT Karima Polanharjo Klaten 
dengan cara sebagai berikut yaitu dengan melalui pendekatan-pendekatan 
secara personal, kekeluargaan, maupun melalui pihak ketiga yang 
bersangkutan. Kedua, mengundang debitur atau nasabah untuk datang ke 
kantor, guna dilakukan Reshceduling atau penjadwalan ulang maupun dengan 
Restructuring yaitu membuat akad baru. Ketiga memberikan Surat Peringatan 
(SP) baik SP 1,2,3,4,5 sampai 6 kepada nasabah yang melakukan wanprestasi. 
Ke-empat melalui pihak ketiga (dept collector atau badan arbitrasi). Kelima 
melakukan lelang jaminan. Ke-enam melakukan jalur litigasi baik dari 
Pengadilan Agama.
31
 Dari penelitian di atas ditemukan penanganan yang baik 
pada pembiayaan murābahah di BMT tersebut dilihat dari sudut pandang 
Hukum Islam dengan cara pendekatan-pendekatan yang cukup baik, akan 
tetapi berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti karena 
menggunakan strategi dan kesesuaian Fatwa DSN MUI No.47/DSN-
MUI/II/2005 yang akan di teliti di KSPPS BMT Hira Tanon meskipun 
ditempat berbeda tetapi peneliti akan memberikan solusi dan strategi yang 
baik kepada nasabah maupun pihak pemodal sendiri. 
Skripsi Ilham Alfi Fiani (2016) yang berjudul “Mekanisme 
Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN 
MUI”. Peneliti membahas apakah mekanisme penyelesaian pembiayaan 
                                                             
31
 Wisnu Saputra,“ Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT 
Karima Polanharjo Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017.  
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bermasalah murābahah di BPRS Dana Mulia Surakarta tersebut sudah sesuai 
dengan fatwa DSN MUI. Hasil temuan penelitiannya adalah pihak BPRS 
Syariah Dana Mulia Surakarta melakukan pertama, pendekatan personal 
debitur yaitu untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dihadapi pihak 
nasabah. Kedua, melakukan pendekatan kepada keluarga dekat debitur, 
misalnya suami/isteri atau kerabat dekat lainnya. Ketiga, dengan melalui 
pihak ketiga, pihak ketiga disini maksudnya seseorang yang memang 
berkompeten dalam hal penagihan. Keempat, memberikan Surat Peringatan 
(SP). Kelima, mengundang debiur untuk datang ke kantor (bermusyawarah).
32
 
Dari penelitian di atas memang hampir sama dengan topik yang diambil oleh 
peneliti tetapi yang membedakan dengan penelitian diatas adalah  strategi apa 
yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Hira Tanon dalam menyelesaikan 
pembiayaan murābahah bermasalah dengan menggunakan metode syariah 
dan Fatwa DSN MUI No.47 dan tempat studi yang bukan di Bank melainkan 
di KSPPS BMT Hira Tanon tersebut.  
Skripsi Siti Nur Rohmah (2012) yang berjudul “Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten”. Hasil 
temuan penelitiannya adalah faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya 
pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur adalah: faktor intern 
dari BMT dalam menganalisa pembiayaan, karakter yang tidak baik dari 
nasabah, adanya masalah ekonomi dikarenakan nasabah tidak bisa mengelola 
                                                             
32
 Ilham Alfi Fiani,“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI”,  
Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016 
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usahanya dengan baik, adanya bencana alam yang tidak dikehendaki, adanya 
penyakit yang mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja. Adapun usaha 
penyelesaian yang dilakukan pihak BMT adalah melakukan pemantauan 
melalui komputer dan selalu memberi peringatan melalui sms maupun 
telepon, kunjungan secara intensif ke tempat tinggal nasabah ataupun tempat 
usaha nasabah, memberikan tenggang waktu, melakukan Reschedulling dan 
restructuring, menyita jaminan.
33
 Dengan adanya penelitian diatas maka 
sebagai peneliti yang akan melakukan penelitain peneliti lebih mengfokuskan 
pada strategi penyelesaian yang jelas pada pembiayaan murābahah 
bermasalah bagi pihak KSPPS BMT Hira Tanon tersebut dengan metode 
yang digunakan yaitu Fatwa DSN MUI No.47 dan mengetahui apa penyebab 
nasabah melakukan pembiayaan murābahah bermasalah di BMT tesebut.  
Meninjau dari beberapa penelitian skripsi di atas, adapun keterkaitan 
judul dengan penelitian yang akan diteliti maka peneliti mengfokuskan pada 
strategi yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan murābahah 
bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon tersebut dan  adakah ketidak 
sinambungan metode yang digunakan oleh peneliti menurut Fatwa DSN MUI 
No.47 Oleh karena itu penelitian ini berbeda dari penelitian di atas dan 
menarik untuk diteliti lebih jauh lagi penyebab dan strategi penyelesaian yang 
seperti apa yang digunakan pada pembiayaan murābahah bermasalah ini.  
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 Siti Nur Rohmah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana 
Makmur Tulung Klaten”, Skripsi, Jurusan Agama Islam Fakultas Syariah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
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G. Metode Penelitian  
1. Jenis penelitian   
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan (field reserch) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan 
dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun 
referensinya bersumber dari lapangan, yang digali secara intensif yang 
disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau 
referensi yang telah dikumpulkan.
34
  
2. Sumber Data   
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu 
data primer dan data sekunder.  
a. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah 
sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya
35
. 
Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 
mewawancarai Manajer cabang dan Bagian Marketing. 
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam 
bentuk yang sudah jadi. Selanjutnya dikumpulkan dan diolah oleh 
pihak lain dalam bentuk publikasi. Data sekunder secara tidak 
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 
lain). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, 
dokumen-dokumen, yang dimiliki oleh BMT Hira Tanon yang berupa 
                                                             
34 Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.24. 
35  Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Depok: PT 
RajaGrafindo Persada, 2017),  hlm. 101-102.  
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gambaran umum BMT Hira Tanon, struktur organisasi dan jumlah 
nasabah murabahah yang bermasalah.  
3. Teknik Pengumpulan Data :  
Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang akan dilakukan 
penulis  adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara  
Wawancara yaitu peneliti dapat melakukan face-to-face 
interview (wawancara dengan cara berhadap - hadapan) dengan 
partisipan.
36
 Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-
pertanyaan yang secara umun semi struktur.  
Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu kepala bagian 
operasional/Manajer Cabang dan bagian Marketing serta anggota yang 
melakukan pembiayaan murābahah bermasalah.    
b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang 
ada kaitannya dengan obyek penelitian. Dokumentasi dari asalnya 
adalah dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, foto, brosur, dan 
sebagainya.
37
 Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, 
brosur tentang KSPPS BMT Hira Kantor Cabang Tanon, formulir 
                                                             
36 John W. Creswell, Research Design:Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),  Hlm. 267-268. 
37  Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2013), hlm. 74. 
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pembiayaan akad murābahah dan dokumen perjanjian akad 
murābahah.  
4. Teknik Analisis Data 
  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data  dengan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai 
dengan kaidah yang bersifat khusus kemudian disusun rumusan masalah 
yang bersifat umum.
38
   
  Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan 
yang terjadi secara bersamaan yaitu
39
 : reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara 
lebih lengkapnya adalah sebagai berikut : 
a. Reduksi Data  
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 
data berlangsung terus- menerus selama proyek yang berorientasi 
penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data 
sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (sering kali tanpa 
disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian. 
Permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana 
                                                             
38  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian… hlm. 11.  
39  Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Unversitas Indonesia Press, 
1992), hlm. 16.  
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yang dipilihnya. Selama pengumpul data berlangsung, terjadilah 
tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, 
menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat 
memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah 
penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
   Reduksi data bagian dari analisis. Reduksi data merupakan 
suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 
dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik 
dan diverikfikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu 
mengartikannya sebagai kualifikasi. Data kualitatif dapat 
disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni 
melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 
menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 
Kadang kala dapat juga mengubah data kedalam angka- angka atau 
peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.
40
 
b. Penyajian Data 
       Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai 
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini 
bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang 
utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis 
                                                             
40
  Ibid... hlm 17. 
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matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna 
menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang 
padu dan mudah diraih.  
Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang 
sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang 
benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran 
yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin 
berguna.
41
  
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah 
sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-
kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi 
itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 
penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada 
catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan 
menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di 
antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 
intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan 
salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.  
Singkatnya, makna- makna yang muncul dari data yang lain 
harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni 
                                                             
41
  Ibid.. hlm 18. 
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yang merupakan validitasnya.
42
 Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi 
pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu 
diverifikasi agar benar- benar dapat dipertanggungjawabkan.  
Gambar 1 
Skema analisis data interaktif Miles & Huberman   
  
 
 
 
 
      Gambar. Komponen-komponen Analisis Data:  Model Interaktif. 
 
 
 
H. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan skripsi ini, terlebih 
dahulu penulis menguraikan sistematika penelitian yang terdiri dari bab-bab 
dan sub bab. Secara garis besar terdiri dari lima bab. 
BAB I  Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pusataka, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan skripsi.  
BAB II membahas tinjauan umum tentang akad murābahah, strategi 
penyelesaian , murābahah, pengertian akad murābahah, dasar hukum, rukun 
dan syarat murābahah, manfaat dan resiko akad murābahah, praktik akad 
murābahah, skema akad murābahah, fitur dan mekanisme pembiayaan 
konsumen dengan akad murābahah, pengertian starategi penyelesaian 
                                                             
42  Ibid.. hlm 19. 
Pengumpulan Data Penyajian Data 
Reduksi Data  
Verifikasi/Penarikan 
Kesimpulan 
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pembiayaan bermasalah dan Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 
tentang pembiayaan murābahah bermasalah. 
BAB III membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan 
murābahah penyelesaian pembiayaan, sejarah berdirinya KSPPS BMT Hira 
dan visi misi, tujuan BMT, struktur organisasi BMT Hira Tanon, syarat-syarat 
menjadi anggota BMT, Produk-produk pembiayaan, dan strategi yang 
dilakukan BMT Hira Tanon dalam menyelesaikan pembiayaan murābahah 
bermasalah.  
BAB IV membahas tentang penerapan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-
MUI/II/2005 terhadap strategi penyelesaian pembiayaan murabahah 
bermasalah pada BMT Hira Tanon. 
BAB V Penutup  merupakan bab terakhir yang berisi uraian 
kesimpulan yang menjelaskan secara rinci mengenai ringkasan hasil penelitian 
ini, serta saran-saran yang membangun guna mendukung penelitian menjadi 
lebih baik lagi 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MURĀBAHAH, STRATEGI 
PENYELESAIAN, DAN FATWA DSN MUI NO.47/DSN MUI/II/2005 
 
A. Murābahah  
1. Pengertian Murābahah 
Secara bahasa murābahah diambil dari kata Râbiḫa- Yârbaḫu – 
Ribḫân– Warâbaḫan– Warâabaḫan yang berarti beruntung atau memberikan 
keuntungan. Sedang kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang 
diperoleh dari produksi atau modal (profit). Murābahah berasal dari mashdar 
ribhun yang berarti “keuntungan, laba, atau faeda”.1 
Sedangkan secara istilah fikih islam, murābahah adalah suatu bentuk 
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 
harga barang dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh 
barang tersebut, dan tingkat keuntungan/ margin yang diinginkan.
2
 
Murābahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank 
memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga 
pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3
 
Murābahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang 
seharga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark- up atau 
                                                             
1
  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. 14.  
2  Helmi Haris, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2015), 
hlm. 30.  
3
  Richard L. Daft, Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 160.  
31 
 
margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqih murābahah 
merupakan salah satu dari bentuk jual- beli yang bersifat amanah, dimana 
jual-beli ini berbeda dengan jual- beli musāwwamah (tawar menawar). 
Murābahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, 
harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan 
penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musāwwamah adalah 
transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga 
tanpa melihat harga asli barang.
4
 
Murābahah adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan 
keuntungan yang jelas. Murābahah merupakan salah satu produk penyaluran 
dana yang cukup digemari oleh KSPPS BMT karena karakteristiknya yang 
profitable, mudah dalam penerapan dan dengan resiko yang ringan untuk 
diperhitungkan. Dalam penerapan KSPPS BMT bertindak sebagai pembeli 
sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota.
5
  
Besarnya keuntungan yang diambil oleh KSPPS BMT atas transaksi 
murābahah tersebut bersifat konstant dalam pengertian tidak berkembang dan 
tidak berkurang, serta tidak ada kaitannya dengan fluktuasi nilai tukar rupiah 
terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung sampai akhir pelunasan utang oleh 
anggota kepada KSPPS BMT.
6
  
                                                             
4  Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 
Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 25.  
5
  Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: ISES Publishing, 
2008), hlm. 154. 
6
  Ibid…hlm.155. 
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 Dari beberapa definisi di atas yang dimaksud murābahah adalah akad 
perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai 
atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual 
kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 
Pembayaran anggota dilakukan secara mencicil/mengangsur dalam jangka 
waktu yang ditentukan.
7
  
 
2. Dasar Hukum Akad Murābahah 
Secara umum landasan syariah murābahah mencerminkan anjuran 
untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat Al-Qur‟an sebagai 
berikut : 
1. Al- Qur’an  
Ayat- ayat Alqur‟an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 
transaksi al-murābahah, adalah :    
 اَن اىَُيآ ٍَ يِرَّنا اَهُّيَأ اَي ٍضاَسَت ٍِ َع ًةَزاَجِت ٌَ ىُكَت ٌْ َأ اَّنِإ ِمِطاَبْناِب ِىُكَُِيَب ِىُكَناَىِيَأ اىُهُكْأَت
 ِىُكُِِي  ۚ  
 
“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suks sama suka diantara kamu” (QS.an-Nisa‟: 29)8 
  ۚ اىّٰبِّسنا َوَّسَحَو َعِيَبْنا ُهّٰ هنا َّمَحَاَو… 
“ Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 
(QS. al-Baqarah : 275)
9 
                                                             
7
  Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan 
Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 26.  
8  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya, Jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 153. 
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Dari kedua rujukan ayat di atas berisi larangan bagi orang yang 
beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, adapun 
yang dimaksud bathil disini yaitu yang mengandung riba sebagaimana 
terdapat sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murābahah, dalam 
akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan 
margin dan ayat ini dianjurkan untuk melakukan perdagangan yang 
dimana kedua belah pihak saling ridha berdasarkan prinsip kesepakatan 
kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang 
menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan 
kewajiban masing- masing pihak. Sedangkan ayat kedua menegaskan 
kepada jual beli, dimana Allah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Maksudnya dari inti kedua ayat ini adalah pertama 
membahas tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara 
bathil. Kedua, tentang halalnya jual beli dan mengharamkan riba.  
2. Ijma  
Umat islam telah berkonsesnsus tentang keabsahan jual beli, 
karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membeutuhkan apa 
yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli 
adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan 
                                                                                                                                                                      
9  Ibid., hlm. 421. 
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demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi 
kebutuhannya.
10
 
3. Undang – Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
UU RI No.10 Tahun 1998 pada Pasal 1 Butir 13 undang- undang 
tersebut  dijelaskan sebagai berikut : 
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam 
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 
dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mudhārabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musyārakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 
keuntungan(murābahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan 
prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijārah) atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 
pihak lain(ijārah wa iqtina).11  
 
3. Rukun dan Syarat – Syarat Akad Murābahah 
a. Rukun Akad Murābahah adalah : 
Rukun jual – beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul 
yang menunjukan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang 
menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain 
                                                             
10
 Anas Hidayat, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, ( Yogyakarta: UII 
Press, 2004), hlm. 23-24. 
11 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005),  hlm. 3.  
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merupakan pekerjaan yang menunjukan keridhaan dengan adanya 
pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan
12
  
Menurut Jumhur Ulama, rukun akad terdiri atas: 
a. Pihak yang berakad („aqidan)13 
1) Penjual  
2) pembeli 
b. Obyek yang diakadkan (ma‟qud „alaih) 
1) Barang yang diperjualbelikan 
2) Harga  
c. Shighat 
1) Serah (ijab) 
2) Terima (qabul) 
b. Adapun masing- masing rukun di atas harus memenuhi Syarat Akad 
Murābahah sebagai berikut: 
a. Syarat pihak yang berakad 
1) Cakap hukum; 
2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/dibawah 
tekanan. 
b. Syarat obyek yang diperjualbelikan
14
 
1) Tidak termasuk diharamkan; 
                                                             
12  Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah..., hlm. 31.  
13
  Ibid… hlm. 59. 
14
  Ibid… hlm. 60. 
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2) Bermanfaat; 
3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan; 
4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad; 
5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang 
diterima pembeli.  
c. Syarat Akad/ Sighot 
1) Harus jelas  dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad; 
2) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam 
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati; 
3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan 
keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang; 
4) Tidak membatasi waktu, misal: saya jual kepada anda untuk 
jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.  
c.  Adapun Syarat- syarat Sahnya akad Murābahah 
Syarat- syarat yang harus ada dalam setiap transaksi akad 
murābahah adalah:15  
a. Mengetahui harga (harga pembelian) 
Pembeli berhak mengetahui harga pembelian karena hal itu 
adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua 
transaksi yang terkait dengan murābahah, seperti pelimpahan 
wewenang (tauliyah). Kerja sama (isyrak) dan kerugian (wadhi‟ah), 
karena semua transaksi ini berdasarkan pada harga pertama yang 
                                                             
15
  Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah..., hlm. 32. 
37 
 
merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut 
tidak sah sehingga di tempat transaksi.  
b. Mengetahui Besarnya keuntungan 
Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan yang 
disepakati antara penjual dan pembeli, maka akan muncul harga 
(tsaman) yang digunakan sebagai syarat sahnya jual beli.
16
 
c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian. 
d. Kontrak harus bebas riba 
Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan 
barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya 
dnegan sistem murābahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena 
murābahah adalah jual- beli dengan harga pertama dengan adanya 
tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah 
riba dan bukan keuntungan.    
e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara‟ (rukun yang ditetapkan) 
Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan 
jual beli secara murābahah, karena murābahah adalah jual beli dengan 
harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli 
yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang 
semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.  
                                                             
16
  Ibid…, hlm. 33. 
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f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
17
 
 
4. Manfaat dan Resiko akad Murābahah 
Transaksi Ba‟I al- murābahah memberi banyak manfaat kepada bank 
syari‟ah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli 
dari penjual dnegan harga jual kepada nasabah. Selain, itu sistem ini juga 
sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di 
Bank Syari‟ah.18  
Namun ada beberapa resiko yang harus diantisipasi antara lain yaitu:  
1. Default atau kelalain; nasabah sengaja tidak membayar angsuran; 
2. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar 
naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 
mengubah harga jual-beli tersebut; 
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 
karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga 
nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan 
asuransi, kemungkinan lian karena nasabah merasa spesifikasi barang 
tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani 
kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi 
                                                             
17
  Ibid... hlm 34.  
18
  Edward W. Reed dan Edward K. Gill, Bank Umum,  (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),  
hlm. 44.  
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milik bank, dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya 
kepada pihak lain;
19
 
4. Dijual, karena murābahah besifat jual-beli dengan hutang, maka ketika 
kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas 
melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk 
menjualnya, jika demikian resiko untuk default akan besar.  
 
5. Praktik Jual beli akad Murābahah 
Adapun praktik jual beli akad murābahah di perbankan syariah dapat 
dibedakan menjadi dua (2) macam yaitu murābahah tanpa pesanan dan 
murābahah berdasarkan pesanan.20  
a. Murābahah Tanpa Pesanan 
Murābahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, 
ada yang beli atau tidak, bank syariah (bā‟i) menyediakan barang 
dagangannya. Penyediaan barang pada murābahah ini tidak terpengaruh 
atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.  
Pada prinsipnya dalam transaksi murābahah pengadaan barang 
menjadi tanggung jawab bā‟i sebagai penjual. Bā‟I menyediakan barang 
atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan, dilakukan tanpa 
memperhatikan ada mustari yang membeli atau tidak, sehingga proses 
pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual-beli murābahah 
                                                             
19  Ibid... hlm 45. 
20  Dewi Nurul Musjtari,  Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah,  
(Yogyakarta: Parama Publisihing,  2012),  hlm.56. 
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dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bā‟I ini dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, yaitu : 
21
 
1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murābahah); 
2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan 
secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam); 
3) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa 
dilakukan didepan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah 
penyerahan barang (prinsip istishna); 
4) Merupakan barang – barang dari persediaan mudharabah atau 
musyarakah.  
Proses transaksi murābahah model ini dilakukan bā‟I dengan 
musytari dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1) Mustary melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntungan 
dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di 
tangan bā‟i. pada saat negosiasi ini bā‟i harus memberitahukan dengan 
jujur perolehan barang yang di perjualbelikan beserta keadaan 
barangnya; 
2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad 
untuk transaksi jual-beli murābahah tersebut: 
3) Tahap berikutnya bā‟I menyerahkan barang yang diperjual belikan 
(yang diserahkan oleh penjual ke pembeli adalah barang). Pada proses 
penyerahan barang ini hendaknya diperhatikan syarat penyerahan 
                                                             
21
  Ibid… hlm. 57. 
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barang misalnya sampai mustary atau sampai bā‟I saja. Hal ini akan 
mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan 
mempengaruhi harga perolehan barang; 
4) Setelah penyerahan barang, mustary melakukan pembayaran harga 
jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. 
Kewajiban mustary adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga 
pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi 
dengan uang muka (jika ada).   
b. Murābahah Berdasarkan Pesanan  
Murābahah berdasarkan pesanan, maksudnya adalah suatu 
penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama 
lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan 
(nasabah/mustari) meminta bank (bā‟i) untuk membeli aset yang 
kemudian dimiliki secara sah oleh pihak mustary. Mustary menjanjikan 
kepada bā‟i untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan 
keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan di dalam murābahah 
berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak 
mengikat.
22
 
Para fuqaha salaf menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini 
dan mengatakan bahwa pemesan tidak harus terikat untuk memenuhi 
janjinya, Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan 
seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah 
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haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syariah 
sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para fuqaha salaf, tetapi 
sebagian fuqaha modern telah membolehkan bentuk perjanjian seperti ini, 
yaitu mengikat pemesan.
23
  
6. Skema Akad Murabahah 
Gambar 2 
Skema Akad Murābahah24 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ketentuan Umum Akad Murābahah dalam Bank Syariah25 
1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad murābahah yang bebas ribas. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 
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  Ibid… hlm. 59.  
24  Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani, 2015), hlm.107. 
25 Ahmad Ilham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga keuangan Syariah, (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm 141. 
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3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atas biaya yang 
diperlukan.  
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak  bank dapat 
mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Untuk mengurangi 
timbulnya pembiayaan bermasalah BMT perlu melakukan evaluasi 
terhadap calon anggota menggunakan pedoman 5C yaitu: Character, 
Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition. Serta melakukan analisis 
5P yaitu: Party, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection.
26
 
Strategi tersebut perlu dilakukan agar BMT tidak banyak mengalami 
kerugian dalam pemberian pembiayaan murabahah tetap dapat 
terlaksanakan.27 
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8. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk memberi barang 
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 
barang secara prinsip menjadi milik bank. 
Ketentuan murābahah kepada nasabah28  
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang 
atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 
harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kedua 
belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 
harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dpaat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang 
muka maka : 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga. 
                                                             
28 Ibid… hlm, 142. 
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b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjdi milik bank maksimal 
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 
tersebut  dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib 
melunasi kekurangan. 
 
7. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Konsumen dengan Akad 
Murābahah 
a. Murābahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang 
dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli 
dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih 
sebagai laba.
29
 
b.  Murābahah dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan  
c. Dalam pelaksanaan murābahah berdasarkan pesanan, perusahaan 
pembiayaan sebagai penjual (bā'i) melakukan pembelian barang 
setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (musytari)  
d. Murābahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak 
mengikat pihak yang berhutang untuk membeli barang yang 
dipesannya. 
e. Dalam pelaksanaan murābahah berdasarkan pesanan bersifat 
mengikat, konsumen sebagai pembeli (mustari) tidak dapat 
membatalkan pesanannya. 
f. Hak perusahaan pembiayaan antara lain: 
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1)  Memperoleh pembayaran dari konsumen sebesar harganya secara 
angsuran  sesuai yang dijanjikan. 
2) Mengambil kembali objek murabahah apabila konsumen sebagai 
pembeli (mustari) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana 
diperjanjikan. 
3)  Menentukan penyedia barang (supplier) dalam pembelian objek 
murabahah. 
g.  Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai penjual (bā'i) antara lain:  
1) Menentukan objek murabahah sesuai yang disepakati bersama 
dengan konsumen sebagai pembeli (mustari). 
2) Menjamin objek murābahah tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi 
dengan baik.
30
  
h.  Dalam menyediakan objek murābahah, perusahaan pembiayaan dapat 
mewakilkan pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan 
prinsip wakalah, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi 
kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa 
(wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. 
i. Hak dan kewajiban konsumen antara lain:  
1) Menerima objek murābahah dalam keadaan baik dan siap 
dioperasikan. 
2) Membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang 
diperjanjikan. 
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3) Mengembalikan atau menitip jualkan objek yang dibiayai. 
j.  Objek  murābahah harus memenuhi ketentuan paling kurang: 
1) Dapat dinilai dengan uang 
2) Dapat diterima oleh konsumen 
3) Tidak dilarang oleh syariah Islam 
4) Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui 
identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya. 
k. Objek murābahah diantaranya meliputi: 
1) Kendaran bermotor  
2) Rumah 
3) Barang-barang elektronik 
4) Alat-alat rumah tangga bukan elektronik 
5) Barang konsumsi lainnya. 
l. Persyaratan penetapan harga barang dalam murābahah wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut:  
1) Ketentuan harga jual (princing) ditetapkan di awal perjanjian dan 
tidak boleh berubah selama waktu perjanjian. 
2) Pembayaran murābahah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.  
3) Diperkenankan adanya perbedaan dalan harga barang untuk cara 
pembayaran yang berbeda.  
4) Harga yang disepakati adalah harga jual (harga perolehan) 
sedangkan harga beli harus diberitahukan kepada konsumen. 
48 
 
m. Persyaratan penetapan uang muka ('urbun) dalam murābahah wajib 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
1)  Perusahaan pembiayaan diperbolehkan meminta konsumen untuk 
membayar uang muka ('urbun) saat menandatangani kesepakatan 
awal pemesanan. 
2) Dalam hal konsumen menolak untuk membeli barang tersebut, maka 
biaya riil perusahaan pembiayaan harus dibayar dari uang muka 
('urbun) tersebut.
31
 
3) Dalam hal nilai uang muka ('urbun) lebih kecil dari kerugian yang 
harus ditanggung oleh perusahaan pembiayaan, maka perusahaan 
pembiayaan dapat meminta kembali sisa kerugian kepada konsumen. 
n. Persyaratan mengenai pengakhiran transaksi murābahah sebelum jatuh 
tempo wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
1) Dalam hal konsumen dalam murābahah melakukan peluasan 
pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, perusahaan 
pembiayaan diperbolehkan memberikan potongan dari kewajiban 
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad 
murābahah.  
2) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan 
pada kebijakan dan pertimbangan perusahaan pembiayaan.  
o. Apabila konsumen telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utang 
dalam murābahah, maka perusahaan pembiayaan wajib menunda tagihan 
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utang sampai dengan konsumen, ia menjadi sanggup kembali membayar 
tagihan utang atau adanya penyelesaian berdasarkan kesepakatan 
bersama.  
p. Persyaratan penetapan sanksi dalam murābahah harus sesuai ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Konsumen yang mampu, namun menunda-nunda pembayaran 
dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk 
membayar angsuran dapat dikenakan sanksi.  
2) Sanksi dapat berupa denda sosial (ta'zir) ataupun ganti rugi (ta'widh) 
berdasarkan atas sebab tertundanya pembayaran dan akibat yang 
ditimbulkan dari penundaan tersebut. 
3) Konsumen yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan 
keadaan memaksa (force majeure) tidak dapat dikenakan sanksi.
32
 
q. Dalam kontrak akad murābahah paling kurang memuat hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen 
2) Spesifikasi objek murabahah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran 
dan tipe 
3) Harga jual, harga beli dan cara pembayaran angsuran. 
4) Jangka waktu 
5) Ketentuan jaminan dan asuransi 
6) Ketentuan mengenai uang muka 
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7) Ketentuan mengenai diskon/potongan 
8) Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo 
9) Ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi bagi konsumen yang 
menunda pembayaran angsuran 
10) Hak dan tanggung jawab masing- masing pihak  
r. Dokumen dalam murābahah oleh perusahaan pembiayaan paling kurang 
meliputi: 
33
 
1) Surat persetujuan prinsip (offering letter) 
2) Surat permohonan realisasi murābahah  
3) Akad wakalah (bila diperlukan) 
4) Tanda terima uang konsumen, dalam hal perusahaan pembiayaan  
(bā'i) mewakilkan kepada konsumen (musytari) melalui wakalah 
5) Akad murābahah  
6) Perjanjian pengikatan jaminan  
7)  Tanda terima barang. 
B. Strategi  
1. Pengertian Strategi  
Definisi strategi (strategy) merupakan rencana tindakan yang 
menggambarkan alokasi sumber daya dan kegiatan dalam menghadapi 
lingkungan dan mencapai tujuan organisasi.
34
  
 
                                                             
33
 Ibid,… hlm. 387. 
34
   Richard L Draft, Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 362.  
51 
 
2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari‟ah 
kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu 
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.
35
 
Menurut Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan 
pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan denga itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil.
36
  
Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit atau 
pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan 
uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. 
Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah 
penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian 
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yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban 
masing- masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang diterapkan 
bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar 
janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.
37
   
Dalam berbagai  peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak 
dijumpai. Pengertian dari “Pembiayaan Bermasalah”. Begitu juga istilah 
Non Performing Financing (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun 
istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai 
dalam peraturan- peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun 
dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat 
Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing 
Financings (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar 
mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.38 
Pembiayaan bermasalah adalah “suatu kondisi pembiayaan, dimana 
ada suatu pembiayaan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang 
menyebabkan kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan 
yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss”.39  
Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktifitasnya 
(performance-nya) kaitannya dengan kemampuan menghasilkan 
pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin 
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  Ibid…, hlm. 86.  
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sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi 
pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan 
Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi 
kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
40
  
3. Kategori Pembiayaan Bermasalah 
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang 
Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI 
No.9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan 
dinilai berdasarkan aspek- aspek:   
Yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah di BMT 
Hira Tanon dikelompokkan berdasarkan kolektabilitas. Kolektabilitas 
yang dimaksud yaitu ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok 
maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya 
kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan 
dikategorikan menjadi lima macam, yaitu diantaranya
41
 : 
a. Lancar 
Pembiayaan dikatakan lancar apabila dalam memenuhi 
kriteria di bawah ini : 
1) Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan 
Rumah (PPR) 
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a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi 
hasil/profit margin, atau cerukan karena penarikan  
b) Terdapat  tunggakan angsuran pokok, tetapi: 
(1) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan 
masa angsurannya kurang dari 1 bulan;atau  
(2) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan 
masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga 
bulanan;atau 
(3) Belum melampaui 6 bulam bagi pembiayaan yang masa 
angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih; 
c) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi: 
1) Belum melampaui 1 bulan bagi pembayaran yang sama 
angsurannya kurang dari 1 bulan; atau 
2) Belum melampaui 3 bulan bagi pembayaran yang masa 
angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih 
d) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya 
belum melampaui 15 hari kerja 
2) Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan 
Rumah  
a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau 
b) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 
6 bulan 
3) Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening Koran 
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a) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan dapat terdapat tunggakan 
bagi hasil/profit margin, atau 
b) Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bagi 
hasil/profit margin, tetapi belum melampaui 3 bulan;atau 
c) Pembiayaan telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis 
untuk perpanjangan tetapi karena kesulitan teknis belum dapat 
diperpanjang; atau 
d) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya 
belum melampaui 15 hari kerja 
4) Cerukan Rekening Giro 
Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum 
melampaui 15 hari kerja  
b. Kurang Lancar  
Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila tunggakan 
angsuran (harga jual) selama 1-3 bulan.
42
  
1) Pembiayaan dengan angsuran diluar Pembiayaan Pemilikan 
Rumah  
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang: 
(1) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi 
pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan; atau 
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(2) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi 
pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 
dua bulanan atau tiga bulanan. 
(3) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan 
bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 
bulanan atau lebih; 
b) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi: 
(1) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan 
bagi pembiayaan  dengan masa angsuran kurang 1 bulan 
atau  
(2) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan 
bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 
bulan 
c) Terdapat cerukan karena penarikan jangka waktunya belum 
melampaui 15 hari kerja 
2) Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan 
Rumah 
Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah 
melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan. 
3) Pembiayaan tanpa angsuran 
a) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan  
(1) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin yang 
melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan;atau 
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(2) Terdapat penambahan platfon atau pembiayaan baru 
dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil/profit 
margin;atau 
b) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi 
belum melampaui 3 bulan;atau 
c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya 
telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 
hari kerja. 
4) Pembiayaan yang diselamatkan  43 
a) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancer dan 
tidak ada tunggakan;atau 
b) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada 
kriteria lancer atau  
c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya 
telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari 
kerja. 
c. Diragukan  
Pembiayaan dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan 
angsuran (harga jual) selama 4-6 bulan. Pembiayaan digolongkan 
diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi 
kriteria lancar dan kurang lancar, seperti pada kriteria lancar dan 
                                                             
43  Ibid… hlm. 167.  
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kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, 
bahwa: 
1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai 
sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi 
hasil/profit margin; atau  
2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih 
bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam 
d. Macet  
Pembiayaan dikatakan macet apabila terdapat tunggakan 
angsuran (harga jual) lebih dari 6 bulan. Pembiayaan digolongkan 
macet apabila: 
1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan 
atau  
2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 
bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau 
penyelamatan;atau  
Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada 
pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah 
diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di 
Badan Arbitrase Syari‟ah. 
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4. Tujuan Pengawasan Pembiayaan 
Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayan yang dilakukan 
bank syariah adalah agar:
44
 
a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya 
penyelewengan- penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari 
dalam bank syariah.  
b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di 
bidang pembiayaan. 
c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha 
dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. 
Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapih dan 
mekanisme dan prosedur pembiayaan aka lebih dipatuhi. 
5. Strategi Pengembangan Perusahaan Pembiayaan  
Perusahaan pembiayaan harus mempunyai program kerja yang 
jelas, komprehensif, serta dilakukan pemantauan secara terus- menerus, 
untuk mengetahui apakah program kerja dapat dilakukan sesuai yang 
ditentukann, dan apabila ada kendala bagaimana cara mencari solusinya. 
Di antara program kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan 
pembiayaan antara lain, yaitu 
45
: 
a. Melakukan mapping terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini 
telah dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya hasil mapping ini 
                                                             
44 Ibid… hlm. 163.   
45 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: Kencana Prenadamedia 
Group, 2019), hlm. 362.  
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akan diketahui nasabah-nasabah yang potensial, sektor usaha mana 
yang masih layak dikembangkan, serta sektor usaha yang resikonya 
tinggi. 
b. Setelah mengetahui hasil mapping kemudian dilakukan langkah- 
langkah mengembangkan usaha kepada sektor yang masih 
mempunyai prospek baik, mencari ceruk jenis usaha lain yang layak 
dikembangkan, membangun kerja sama dengan dealer. 
c. Sedangkan bagi sektor usaha yang mempunyai Non Performing 
Finance (NPF) tinggi, perlu dilakukan langkah-langkah menilai 
kembali apakah masih dapat diperbaiki dengan restrukturisasi, 
melakukan serangkaian negoisasi dengan komsumen untuk melakukan 
pembayaran, melakukan penagihan ataupun litigasi bilamana tidak 
mungkin dapat dibayar kembali.  
d. Diversifikasi dalam funding untuk memperbaiki struktur pendanaan. 
e. Perlu dilakukan perbaikan- perbaikan agar dapat memenuhi kriteria 
sebagaimana diatur dalam POJK mengenai perusahaan pembiayaan 
syariah.
46
 
f. Perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus, untuk menjaga agar 
pembiayaan bermasalah tidak melampaui 5%. Perusahaan juga perlu 
melakukan diversifikasi pembiayaan, agar terjadi penyebaran resiko. 
g. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia. 
Keberhasilan usaha pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kualitas 
                                                             
46
  Ibid…,hlm. 363. 
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sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga perbaikan kualitas 
sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting.  
h. Perbaikan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui training baik 
secara internail maupun eksternal. Pertemuan antara pemimpin dengan 
staf untuk membahas masalah- masalah yang dihadapi perlu dilakukan 
secara rutin, sebagai wadah untuk komunikasi dua arah dan 
pembahasan rencana ke depan bagi perusahaan.  
 
C. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI /II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang 
Murābahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 
Dalam fatwa DSN No 47/DSN-MUI/II/2005 menetapkan dalam 
penyelesaian piutang murābahah bagi nasabah tidak bisa membayar 
Pertama : LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murābahah 
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai 
jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
47
 
a. Objek murābahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau 
melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; 
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; 
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan 
sisanya kepada nasabah; 
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 
menjadi utang nasabah; 
                                                             
47
  Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murābahah bagi 
nasabah tidak mampu membayar 
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e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat 
membebaskannya. 
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BAB III 
STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH 
BERMASALAH DI BMT HIRA TANON SRAGEN 
 
 
A. Gambaran Umum BMT Hira Tanon Sragen 
1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Hira Tanon  
KSPPS BMT Hira Tanon didirikan pada tanggal 3 November 1996 
dan merupakan lembaga keuangan mikro syariah dibawah pembinaan 
Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen dengan SK 
Bupati Sragen No. 030.a/BH/PAD/KWK.11.026/III/2016 dan berbadan 
Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan  Syariah (KSPPS). 
Lembaga ini bergerak dalam sektor jasa keuangan syariah, meliputi 
pengelolaaan Baitul Maal yakni menerima dan menyalurkan dana - dana 
Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, Wakaf dengan amanah serta dana –dana 
sosial lainnya. Adapun usaha pokoknya adalah pengelolaan Baitul tamwil 
yakni pengelolaan dana- dana simpanan dan investasi anggota serta 
menyalurkan pembiayaan berdasarkan pola dan prinsip- prinsip syariah 
islam.
1
 
KSPPS BMT Hira merupakan lembaga dakwah ekonomi syariah 
yang menjalankan fungsi baitul mal dan baitul tamwil (jasa keuangan 
syari‟ah yang berorientasi manfaat dan maslahat/profit dan benefit). Pada 
saat KSPPS BMT Hira Tanon Kantor Cabang Pusat berdiri telah memiliki 
anggota sebanyak 30 orang, namun seiring berjalannya waktu sampai 
                                                             
1  Sri Mulyani, Manager Cabang, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2019, jam 01.00- 02.45 
WIB 
64 
 
dengan akhir bulan 2017 jumlah anggota menjadi 720 anggota, jumlah 
pengguna jasa kurang lebih 10.000 orang dan sudah ada 14 kantor 
pelayanan anak cabang. 
Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 
disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, pemodalan, dan 
pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi 
sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, 
Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1945 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Kepmen 
Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha KSPPS maka semakin jelas bahwa Koperasi 
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah perlu ditumbuh kembangkan.    
Adapun program yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syari‟ah (selanjutnya disebut KSPPS) sebagai lembaga 
keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota 
pada khususnya dan masyarakat sekitar. Namun demikian  untuk 
melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KSPPS memiliki 
program –program yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai berikut :2 
a. HiraSmart yaitu program pemberian beasiswa bagi dhuafa dan yatim. 
b. Hiraprenur yatiu program pemberdayaan ekonomi, dengan pemberian 
pelatihan, pendampingan, dan pemberian modal pembiayaan lunak 
(qard). 
                                                             
2
 Web Resmi BMT HIRA TANON, http;//www.bmthira.com/.html diakses pada tanggal 
26 Desember 2019, jam 04.30 WIB 
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c. Sabilillah yaitu program pemberdayaan Pengajian, TPA dan insentif 
pendakwah. 
d. Peduli bencana dan Taawun yaitu program penggalangan dana dan 
bantuan bagi korban bencana alam dan program pengobatan, khitan 
masal gratis.  
e. Wakaf yaitu program pengumpulan wakaf uang yang dimanfaatkan 
bagi hasilnya untuk program –program Baitul Maal. 
f. Membangun keluarga utama yaitu program untuk membangun 
keluarga utama yang Sakinah Mawadah Warohmah. 
Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disebut KSPPS sebagai 
lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibelitas atau kepercayaan dari 
anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, KSPPS 
masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal- hal 
sebagai berikut : 
a. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional 
manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen 
keuangan. 
b. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional 
manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen 
keuangan.  
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2. Visi BMT Hira  
Adapun visi KSPPS BMT Hira adalah “menjadi Lembaga 
Keuangan Syari‟ah Terbaik dalam Maslahat dan Manfaat serta Terpercaya 
dalam Muamalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ummat”.3 
3. Misi BMT Hira 
a. Menjalankan usaha produktif dengan komitmen layanan prima dalam 
kemitraan yang adil dan amanah sesuai prinsip syari‟ah. 
b. Menyediakan dan melayani produk dan layanan jasa keuangan 
syari‟ah berlandaskan teknologi informasi secara efektif dan efisien.  
c. Membangun sumber daya manusia yang mampu memadukan 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dna kecerdasan 
spiritual. 
d. Menjadi lembaga intermediasi sumber daya keuangan dengan sumber 
daya manusia dalam rangka membangun masyarakat madani. 
e. Melayani secara profesional dengan penuh dedikasi, integritas dan 
marhamah. 
4. Tujuan BMT 
Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT 
mempunyai peranan sebagai berikut:
4
 
                                                             
3  Brosur KSPPS BMT Hira Tanon Sragen 
4  Nurul Huda, dkk., “Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis” (Jakarta: 
AMZAH, 2016), hlm. 41-42.  
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a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam 
program pengentasan kemiskinan, 
b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan 
peningkatan kesejahteraan umat, 
c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota 
dengan prisnisp syari‟ah, 
5. Struktur Operasional KSPPS BMT Hira Cabang Tanon Sragen 
Gambar 3 
Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BMT Hira Tanon Sragen tahun 2019 
 
 
 
 
ANGGOTA 
Manager Cabang 
Kasir dan CS Pendanaan Pembayaran Security 
RAT 
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68 
 
6. Syarat- syarat menjadi anggota BMT HIRA 
  Adapun syarat yang harus dilengkapi untuk menjadi anggota BMT 
Hira adalah sebagai berikut
5
: 
a. Menyerahkan Fotocopy KTP  
b. Mengisi formulir yang telah disediakan BMT HIRA 
c. Memberikan setoran simpanan pokok sebedar Rp. 10.000,- 
d. Mentaati aturan yang berlaku di BMT HIRA Tanon  
7. Produk – produk BMT Hira Tanon 
Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil dibagi menjadi dua produk 
penyaluran adapun produk penyalurannya sebagai berikut : 
a. Produk Penyaluran Dana (PEMBIAYAAN) 
1) Produk Penyaluran Dana (pembiayaan) : Prinsip Mudharabah 
Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT 
Hira dengan menggunakan akad kerjasama antara BMT Hira 
dengan anggota untuk suatu usaha tertentu yang tidak melanggar 
syariat islam, dimana BMT Hira sebagai penyedia dana seluruhnya 
100 persen (shohibul Maal) dan anggota sebagai pelaku usaha 
(mudharib). Keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak 
dengan perbandingan (nisbah) bagi hasil yang telah disepakati. 
 
 
 
                                                             
5
  Brosur BMT Hira Tanon  
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2) Produk Penyaluran Dana (pembiayaan) : Prinsip Musyarakah6 
Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT 
Hira dengan menggunakan akad kerjasama antara BMT Hira 
dengan anggota untuk suatu usaha tertentu yang tidak melanggar 
syariat islam, dimana BMT Hira dan anggota sama- sama 
memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dna 
resiko ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi, dengan 
kesepakatan bersama. 
3) Produk Penyaluran Dana (pembiayaan) : Prinsip Murabahah 
Yaitu pembiayaan dengan anggota atas barang tertentu 
yang tidak melanggar syariat islam. BMT Hira selaku penyedia 
barang dan anggota sebagai pemesan/pembeli barang. Dalam 
transaksi murabahah, BMT Hira (penjual) menyebutkan dengan 
jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pokok beli dan 
keuntungan yang diambil, tempo dan ketentuan- ketentuan lain 
yang tertuang dalam perjanjian.  
b. Produk Simpanan 
Produk Simpanan merupakan simpanan dari anggota yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan 
prinsip wadiah/titipan. Dalam tabungan ini KSPPS BMT Hira tidak 
wajib memberikan hasil kepada penabung. KSPPS BMT Hira boleh 
                                                             
6
  Brosur BMT Hira Tanon Sragen 
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memberikan bonus setiap bulan seuai dengan kebijakan KSPPS BMT 
Hira. Adapun produk simpanan bagi hasil sebagai berikut 
7
: 
1) Simpanan Sirela 
Merupakan simpanan dengan akad syariah (wadi‟ah) yang 
penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama 
jam buka kas di kantor BMT Hira  
2) Simpanan Siska 
Merupakan simpanan dengan akad syariah (mudharabah) 
untuk investasi dengan jumlah nominal dari jangka waktu tertentu 
(3, 6, 12, dan 24 bulan). 
3) Simpanan Simerdeka 
Simpanan dengan akad syariah (mudharabah) untuk 
rencana kebutuhan masa depan dengan jumlah setoran dan jangka 
waktu tertentu. 
4)  Simpanan Sisantri 
Merupakan simpanan untuk murid sekolah yang dikelola 
dengan melibatkan lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) 
secara kolektif bagi siswa- siswinya sebagai sarana pembelajaran 
menabung sejak dini. 
5) Simpanan Saqur 
  Merupakan simpanan untuk merencanakan aqiqah dan 
qurban. 
                                                             
7
  Brosur BMT Hira Tanon Sragen 
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6) Simpanan Saman 
Merupakan simpanan dengan akad syariah (wadiah yad 
amanah) 
7) Simpanan Haji dan Umrah  
Merupakan simpanan untuk keperluan merencanakan 
ibadah haji dan umroh.  
 
B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT 
HIRA 
Strategi merupakan rencana tindakan yang menggambarkan alokasi 
sumber daya dan kegiatan dalam menghadapi lingkungan dan mencapai 
tujuan organisasi.
8
 Pada dasarnya dalam suatu pembiayaan murābahah pasti 
akan mengalami suatu permasalahan yaitu pembiayaan bermasalah. 
Pembiayaan bermasalah yang di maksud adalah suatu kondisi pembiayaan, 
dimana ada suatu pembiayaan utama dalam pembayaran kembali yang 
pembayaran tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian. 
Maka diperlukan strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
tersebut.  
Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Hira Tanon 
menggunakan beberapa tahapan yaitu penagihan secara intensif pada anggota, 
                                                             
8 Richard L Draft, Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 362.   
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pemberian surat peringatan/teguran, rescheduling, penghapusan hutang 
(Write Off) dan yang terakhir eksekusi jaminan.
9
 
Tabel Diagram 1 
Data Jumlah Anggota Pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT 
Hira Tanon Sragen Periode 2016-2018  
 
Dari jumlah anggota sekitar 10.000 anggota, penulis hanya mampu 
melakukan wawancara dengan 5 anggota yang mengambil pembiayaan 
murābahah  di BMT Hira Tanon Sragen. Dari 5 anggota murābahah tersebut 
menggunakan dananya untuk membeli barang modal untuk usaha dibidang 
makanan atau modal usaha di bidang jasa lainnya. Berikut hasil wawancara 
kepada anggota yang menggunakan akad pembiayaan murābahah di BMT 
Hira Tanon Sragen:  
Adapun anggota menggunakan layanan pembiayaan murābahah 
dikarenakan sistemnya yang lebih mudah, fleksibel dan cepat. Adanya sistem 
yang mudah dan cepat ini membuat anggota tidak melakukan kewajibannya 
                                                             
9
 Sukati, Marketing Financing, Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019, Jam 01.00 -02.45 
WIB.   
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di BMT Hira Tanon. Hal ini membuat permasalahan di bagian pembayaran 
kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh anggota.  
Menurut hasil wawancara dengan Joko Mulyanto selaku pedagang 
ikan yang jumlah pembiayaannya sebesar Rp. 10.000.000,- (untuk menambah 
modal membeli mobil), Tuginah dan Sutikno selaku pedagang di kios pasar 
yang jumlah pembiayaannya sebesar Rp. 6.000.000 (untuk membuka kedai es 
dirumah),
10
 Pariem selaku pedagang buah di pasar yang jumlah 
pembiayaannya sebesar Rp. 4000.000 (untuk menambah modal usaha toko 
buah di pasar),
11
 mereka mengambil pembiayaan murābahah dengan system 
wakalah.  
Pariem salah satu anggota pembiayaan yang menurut penulis lancar 
dalam melakukan pembayaran kewajiban, tetapi terkadang juga macet karena 
usaha toko buahnya yang terkadang ramai pembeli dan sepi pembeli. Dalam 
kewajibannya terhadap BMT Hira pernah tidak melakukan kewajibannya 
sebagai anggota, yaitu menunda- nunda pembayaran angsuran. Meskipun 
menunda- nunda pembayaran, pihak anggota diberikan toleransi tenggang 
waktu sampai akhir bulan serta diberikan sanksi denda.   
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Widodo selaku buruh 
bangunan/kuli yang melakukan pembiayaan sebesar Rp.5000.000 (untuk 
modal perbaikan rumah) dan Slamet selaku buruh tani yang melakukan 
                                                             
10 Joko Mulyanto dan Tuginah/Sutikno, Anggota BMT HIRA Tanon Sragen, Wawancara 
Pribadi, tanggal 17 Oktober 2019, Jam 09.30 – 11.45 WIB.    
11 Pariem, Anggota BMT HIRA Tanon Sragen, Wawancara Pribadi, tanggal 25 Oktober 
2019, Jam 09.00 -11.30 WIB. 
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pembiayaan sebesar Rp.9000.000 (untuk menambah modal kerja dan 
konsumtif),
12
keduanya menggunakan akad murābahah dikarenakan 
sistemnya yang mudah, fleksibel dan cepat tentunya.  
Berdasarkan beberapa usaha yang dilakukan oleh KSPPS BMT Hira 
Tanon dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari 
beberapa tah apan, diantaranya yaitu sebagai berikut : 
a. Tahapan yang pertama  
Tahapan yang pertama berupa penagihan secara intensif, dimana 
pihak BMT Hira Tanon akan menghubungi anggota yang bersangkutan 
secara berkelanjutan. Tahapan ini dilakukan apabila anggota sudah tidak 
menunaikan kewajibannya melewati batas waktu yang disepakati. 
Panggilan pertama menggunakan telepon atau by phone sampai adanya 
tanggungjawab dari anggota, jika anggota masih punya itikad baik untuk 
menunaikan kewajibannya pada KSPPS BMT Hira Tanon, maka pihak 
BMT tidak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, akan tetapi jika 
anggota tersebut tidak menanggapi panggilan tersebut maka KSPPS BMT 
Hira Tanon menganggap anggota telah melanggar perjanjian, sehingga 
BMT Hira mendatangani kediaman anggota sesuai dengan alamat data 
anggota pada saat pengajuan pembiayaan.
13
  
                                                             
12  Slamet dan Widodo, Anggota BMT HIRA Tanon Sragen, Wawancara Pribadi, tanggal 
24 Oktober 2019, Jam 01.20 – 03.20 WIB.    
13  Andre, Marketing Financing BMT HIRA Tanon, Wawancara Pribadi, tanggal 22 Mei 
2019, Jam 01.15 -02.45 WIB 
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Berdasarkan penjelasan tahap pertama, menurut peneliti tahapan ini 
penting dilakukan karena merupakan langkah awal BMT dalam 
mensupport anggota dalam menyelesaikan kewajibannya pada BMT Hira, 
selain itu metode ini juga merupakan upaya pendekatan secara personal 
antara BMT Hira dengan anggota. Adapun upaya yang dilakukannya yaitu 
dengan melakukan evaluasi terhadap calon anggota menggunakan 
pedoman 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan 
Condition,
14
 dengan pedoman ini membuat BMT mengetahui penyebab 
anggota tersebut lalai dalam pembayaran angsuran. Disini BMT Hira dapat 
mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo dan 
memusyawarhkan pada anggota perihal pembayaran pada anggota.  
b. Tahapan yang kedua berupa teguran  
Teguran disini berupa pemberian surat peringatan (SP), hal ini 
dilakukan juka dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BMT 
Hira kepada anggota masih belum bisa melunasi pembayaran, maka pihak 
BMT Hira akan memberikan surat peringatan. Pemberian surat peringatan 
dilakukan sampai 3 kali penyuratan, Jika anggota sudah tidak kooperatif. 
Jangka waktu pemberian surat yaitu 7 hari. Adapun surat peringatan yang 
diberikan pihak BMT Hira kepada anggota terdiri dari SP 1, SP 2, hingga 
SP 3. Apabila setelah dikirimkan SP 1 dan pihak anggota mau 
melaksanakan kewajibannya, maka gugurlah SP 1 tersebut, tetapi surat 
                                                             
14 Ahamd Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola 
dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi, (Yogyakarta: ISES Publishing, 
2008), hlm. 166.  
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peringatan kepada anggota hanya sebatas gertakan, selama ini pihak BMT 
belum pernah sampai menarik/mengambil jaminan melainkan hanya untuk 
menakut- nakuti anggota agar mau membayar angsuran pembiayaan. 
 Pemberian teguran berupa surat peringatan ini menurut peneliti 
merupakan salah satu bentuk penegasan dari pihak BMT Hira pada 
anggota untuk membuat anggota jera dan sadar akan kewajibannya dalam 
membayar angsuran. Jika tidak ada itikad baik dari anggota, maka akan 
ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan murabahah kepada anggota 
dipoint tiga yang berisi bahwa “jika anggota masih tetap melanggar janji, 
maka pihak BMT akan membawa masalah ini lewat jalur hukum dengan 
bantuan dari pengacara/tim kuasa dari pihak BMT  dan barang yang 
diakadkan akan dilelang sebagai jaminan”. 
c. Penjadwalan ulang (rescheduling) 
Proses penjadwalan ulang yang dilakukan dengan mengubah 
jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang 
waktu) dan jumlah angsuran. Berdasarkan azas – azas akad pembiayaan 
murabahah, salah satunya azas kebebasan (al- hurriyah).
15
 Yang dimaksud 
kebebasan artinya menentukan obyek akad dan bebas menentukan dengan 
siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara 
menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Jika bagi 
anggota pembiayaan bermasalah tidak mampu membayar pada tanggal 
jatuh tempo, dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang 
                                                             
15 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah… 
hlm 48.  
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tersisa, perpanjangan masa pembayaran yang berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak.  
Menurut peneliti dalam hal ini langkah yang dilakukan BMT Hira 
yaitu dengan memberi keringanan berupa mengubah jangka waktu 
pembiayaan misalnya perpanjang jangka waktu dari enam bulan menjadi 
satu tahun sehingga anggota yang menunggak dalam pembayaran 
mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan pembayaran 
pembiayaan yang kurang lancar, jadwal pembayaran (tenggang waktu) 
jangka waktu pembiayaanya diperpanjang pembayarannya missal 56 kali 
menjadi 70 kali dengan cara ini tentu saja jumlah angsuran pun semakin 
mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Harapannya dapat 
menyehatkan kembali pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang 
telah disepakati kedua belah pihak.  
d. Penataan kembali (Restructuring) 
Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2008 tentang 
kualitas aktiva Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diubah dengan PBI No. 
9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya pihak BMT Hira memberikan tambahan jumlah pembiayaan 
kepada anggota.
16
 Menurut peneliti berdasarkan ketentuan kualitas bank 
umum dalam melaksanakan kegiatan usahnya berdasarkan prinsip syariah 
yang dilakukan BMT Hira dalam melakukan penataan kembali 
                                                             
16 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2005), 170  
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(restructuring) terhadap anggota yang tidak sanggup melunasi pembiayaan 
yang telah diterima, sehingga anggota diberi kesempatan dengan 
penambahan jumlah pembiayaan. Perubahan dalam tambahan dana 
pembiayaan ini menjadi penyertaan modal sementara pada BMT Hira. 
Disertai dengan rescheduling untuk memperbaiki usaha anggota ketika 
anggota tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan.  
e. Penghapusan hutang (Write Off) 
Tindakan untuk menghapus hutang dilakukan bagi anggota yang 
sudah dikategorikan macet oleh KSPPS BMT Hira. Berdasarkan analisis 
peneliti anggota tersebut masih memiliki sumber pembayaran walaupun 
jumlahnya sangat sedikit untuk pembayaran. Anggota sudah dinyatakan 
terbebas dari pembayaran, jika anggota tersebut meninggal dunia dan ahli 
waris yang bersangkutan sudah tidak memiliki sumber untuk pelunasan 
pembayaran. Serta penghapusan hutang yang dilakukan oleh BMT Hira 
tidak boleh di publish pada anggota.  
f. Eksekusi jaminan/lelang (jika diperlukan) 
Pada tahapan ini BMT Hira akan menjual, melelang barang 
agunan(jika diperlukan). Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang 
dilakukan oleh BMT Hira karena menurut BMT Hira tahapan-tahapan 
sebelumnya hanya sekedar penundaan pembayaran.
17
  
Mekanisme eksekusi jaminan yang dilakukan BMT Hira bisa 
dilakukan oleh anggota ataupun anggota bisa mempercayai BMT Hira 
                                                             
17 Sukati, Marketing Financing, Wawancara Pribadi, tanggal 23 Mei 2019, Jam 01.20 -
02.55 WIB   
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untuk eksekusi. Nantinya BMT Hira melalui Pejabat Negara yang akan 
melakukan eksekusi khususnya untuk pelelangan jaminan. Sebelum 
dilakukan eksekusi surat peringatan kepada anggota harus lengkap, yaitu 
dari SP 1, SP 2 dan terakhir SP3  BMT Hira baru boleh melakukan 
eksekusi jaminan. Jika nantinya dari hasil eksekusi terdapat kelebihan hasil 
maka nantinya BMT Hira akan mengembalikan sisanya kepada anggota, 
namun sebaliknya jika hasil eksekusi jaminan kurang maka itu tetap 
dianggap hutang oleh BMT Hira.  
Analisis peneliti dalam hal ini BMT Hira melakukan eksekusi 
jaminan sudah sesuai fatwa, namun ada satu hal yang masih belum bisa 
dijalani, yaitu pembebasan utang pada anggota yang tidak mampu bayar, 
BMT Hira baru akan menganggap hutang lunas apabila anggota yang tidak 
mampu membayar sudah meninggal dunia dan ahli waris tidak ada ataupun 
ahli waris tidak ada sumber lagi untuk pembayaran kewajiban. Hal ini 
mungkin merupakan sebuah bentuk penegasan yang dilakukan oleh BMT 
Hira agar anggota lebih berhati- hati sebelum mengajukan pembiayaan dan 
dari pihak BMT Hira untuk lebih selektif dalam memberikan pembiayaan 
pada anggota.  
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BAB IV 
 ANALISIS FATWA DSN MUI No.47/DSN-MUI/II TERHADAP 
STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH  
DI BMT HIRA TANON SRAGEN  
 
A.  Tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Strategi 
Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT Hira Tanon   
 
1. Tahapan yang pertama yaitu Tahapan Penagihan Secara Intensif 
 Penagihan secara intensif ini tidak ada fatwa khusus yang 
mengatur tentang tahapan ini, implementasi pada BMT Hira akan 
menghubungi angga terkait penyelesaian pembiayan bermasalah dengan 
cara melakukan pendekatan personal kepada anggota secara berkala, 
tujuannya yaitu agar BMT Hira dan anggota dapat menemukan jalan 
keluar bersama melalui musyawarah, jika anggota masih punya itikad 
baik untuk melunasi, maka BMT Hira tidak akan melanjutkan ketahap 
selanjutnya.  
2. Tahapan penyelesaian yang kedua yaitu Pemberian Surat 
Peringatan/Teguran.    
 Tahapan penyelesaian dengan pemberian surat peringatan/teguran. 
Tahapan ini juga tidak ada fatwa khusus yang mengatur, implementasi 
pada BMT Hira yaitu pemberian surat peringatan dilakukan apabila 
anggota tidak punya itikad baik untuk memenuhi kewajibanya terhadap 
BMT Hira, pemberian SP dilakukukan sebanyak 3 kali, jika sudah sampai 
3 kali BMT Hira dapat megambil tindakan selanjutnya.  
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3. Tahapan yang ketiga yaitu Rescheduling(penjadwalan ulang),  
Tahapan Rescheduling/ penjadwalan ulang dimana, fatwa yang 
mengatur tentang penjadwalan ulang sudah ada, namun implementasinya 
pada BMT Hira  akan merubah jadwal pembayaran dan tidak menambah 
biaya apapun dan pembiayaan dalam proses ini termasuk dalam biaya 
yang harus dikeluarkan anggota, tetapi dalam penerapan juga pihak BMT 
Hira sebisa mungkin memberikan kelonggaran/ tenggang waktu, sesuai 
dengan surat alquran dan hadis. 
`  Adapun dalil terkait Penjadwalan Kembali 
 ٌْ َأَو ٍةَسَسِيَي ىَنِإ ٌةَسِظََُف ٍةَسِسُع وُذ ٌَ اَك ٌْ ِإَوٌَ ىًُ َهِعَت ِىُتُُِك ٌْ ِإ ِىُكَن ٌسِيَخ اىُقَّدَصَت  
“Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-
Baqarah: 280).”1 
 
Hadis nabi riwayat muslim, beliau bersabda: 
Sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW: 
 
 ِبَسـُك ٍِ ِي ًتَبِسـُك ُهَُِع ُللها َسَّفـَ* ، َيَُِّدنا ِبَسُك ٍِ ِي ًتَبِسـُك ٍ ِيِؤُي ٍِ َع َسَّفـَ ٍِ َي
،ِتَياَيِقْنا ِوِىَي 
Sabda Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam 
“Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang 
mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari 
Kiamat.” 
 
Dari kedua rujukan ayat dan hadis menerangkan bahwa adanya 
prinsip kerelaan (Al Rida) dan prinsip kebebasan dimana harus ada 
kerelaan antara masing- masing pihak baik itu pihak anggota maupun 
                                                             
1  Alquran CHM (comp by: Buldozer) free : http://www.kampungsunnah.co.nr, diakses 
27 Februari 2020, Jam 04.00.  
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BMT untuk meringankan tanggungan yang dibebankan kepada 
anggota,
2
 serta untuk mendatangkan keuntungan yang adil dan 
seimbang dan tidak merugikan kedua belah pihak.   
4.  Tahapan ke empat merupakan penghapusan (Write Off)  
Tahapan dimana adanya penghapusan hutang/ write off. 
Berdasarkan  tahapan yang dijelaskan di bab sebelumnya terkait cara 
yang ditempuh guna menyelesaikan pembiayaan murabahah 
bermasalah yaitu dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 
Tentang Penyelesaian Piutang Murābahah bagi Nasabah Tidak Mampu 
Membayar. Dalam tahapan kempat yang dimaksud penghapusan buku 
bagi anggota yaitu kebolehan menghapus sebagian atau seluruh 
kewajibannya.
3
Implementasi yang dilakukan pada BMT Hira yaitu 
melakukan penghapusan hutang bagi anggota pada rekening yang sudah 
tidak produktif, tetapi BMT Hira masih akan tetap menagih pada 
anggota untuk pelunasan  
5. Tahapan terakhir Ekseskusi jaminan  
Tahapan terakhir ini berupa penjualan jaminan agunan dari pihak 
BMT Hira, adapun pelaksanaannya dalam fatwa dan ketentuan BMT 
Hira dilakukan lelang jaminan (jika diperlukan). Kesesuaian Fatwa 
DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang 
                                                             
2 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Perbankan Syariah… 
hlm. 50.  
3 Dewan Syari‟ah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 
47/DSN/MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murābahah.   
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Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar terdapat di point a) 
yaitu Obyek murābahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah  
kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.  
Sedangkan menurut praktek yang dilakukan BMT Hira Tanon 
Sragen pada Obyek murābahah atau jaminan lainnya dijual tapi, 
sebelum menindak lanjuti terkait penjualan jaminan, sebelumnya 
ditawarkan kepada nasabah terlebih dahulu dengan tawaran mau dijual 
sendiri tapi juga melibatkan pihak BMT, maka setelah itu melalui BMT 
Hira Tanon Sragen karena ketika nasabah mengalami wanprestasi atau 
sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran maka BMT Hira 
Tanon Sragen mempunyai hak dan wewenang untuk menjual jaminan 
yang sudah disepakati dari awal perjanjian dan dengan harga pasar yang 
disepakati. 
 Adapun ketentuan penyelesaian menyatakan bahwa LKS boleh 
melakukan penyelesaian murâbahah bagi nasabah yang tidak bisa 
menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang 
telah disepakati. Berdasarkan ketentuan kata boleh dalam fatwa DSN 
MUI menyatakan bahwa kata boleh yang dimaksud yaitu kebolehan 
menjual atau menunda proses pelelangan dengan cara lain atau sesuai 
ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI. Karena dalam 
ketentuan fatwa mengatakan boleh disini artinya boleh menjual barang 
jaminan atau boleh dengan cara yang lain dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah.  
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Berdasarkan analisis peneliti BMT Hira tidak menggunakan 
cara yang ditawarkan  Fatwa MUI, tetapi menggunakan cara yang lain 
dalam menyelesaikannya yaitu adanya struktualisasi penagihan secara 
intensif, pemberian SP berupa surat teguran, Rescheduling(penjadwalan 
kembali) dan Restrukturing, serta penghapusan hutang(write off) yang 
terakhir eksekusi jaminan/lelang (bila perlu dilakukan). Cara- cara 
penjelasan di atas bukan berarti bertentangan dengan fatwa DSN MUI. 
Karena sesungguhnya dalam menyelesaikan suatu pembiayan 
murabahah bermasalah boleh menggunakan cara yang ditawarkan oleh 
fatwa MUI, boleh juga tidak menggunakannya selama cara yang 
ditempuh tidak bertentangan dan sesuai prinsip syariah dan sesuai 
ketentuan dari kedua belah pihak.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berbagai strategi akan dilakukan guna mencegah terjadinya 
pembiayaan bermasalah khususnya di bidang layanan pembiayaan 
murābahah. Salah satunya BMT Hira Tanon sendiri dalam suatu pembiayaan 
pasti akan terjadi suatu kendala/permasalahan baik dari anggota maupun dari 
pihak BMT Hira Tanon. Karena dalam suatu pembiayaan bermasalah pasti 
akan mempengaruhi kinerja suatu lembaga keuangan di BMT tersebut.  
Oleh karena itu tahapan- tahapan yang dilakukan BMT Hira Tanon 
dalam menghadapi suatu permasalahan khususnya di pembiayaan  
murãbahah bermasalah yaitu sebagai berikut : 
1. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT Hira 
Tanon yaitu :  
a. Dengan melalui pendekatan secara intensif pada anggota dan teguran 
kepada anggota.  
b. Mengundang anggota untuk datang ke kantor, untuk dilakukan 
Rescheduling/penjadwalan ulang maupun dengan Restructuring yaitu 
membuat akad baru.  
c. Memberikan Surat Peringatan (SP) baik 1, 2, 3, sampai kepada 
anggota. 
d. Dilakukan penghapusan hutang (Write Off) 
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e. Dan yang terakhir eksekusi jaminan/lelang jaminan(jika tahap- tahap 
di atas tidak dapat diselesaikan, maka akan menempuh jalan lelang 
bila diperlukan)  
2. Adapun strategi yang dilakukan pihak KSPPS BMT Hira Tanon dalam 
menyelesaikan pembiayaan murābahah bermasalah telah mengacu pada 
ketentuan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Karena secara 
substansial hanya memuat cara penyelesainnya. Sedangkan dalam fatwa 
tersebut tidak menjelaskan secara detail terkait strategi permasalahannya.     
 
B. Saran  
Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, ada hal- hal 
yang perlu dipertimbangankan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis, 
yaitu sebagai berikut : 
1.  Diharapkan BMT Hira Tanon harus lebih selektif dalam memilih calon 
anggota pembiayaan dan dalam menyelesaikan pembiayaan pihak BMT 
Hira harus lebih berhati- hati  sehingga dalam menyelesaiakan 
pembiayaan harus memenuhi kriteria 5C (Character, Capacity, 
Collateral, Capital dan Condition) dalam analisis kelayakan anggota, 
sehingga dengan menjaga objektifitas tersebut maka memperkecil 
kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.  
2. Bagi anggota/nasabah agar lebih memahami mengenai konsep layanan 
pembiayaan murabahah agar kedepannya tidak mengalami pembiayaan 
bermasalah.  
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Lampiran   
Hasil Wawancara dengan 5 anggota pembiayaan. Hari Kamis, tanggal 
17 Oktober 2019  
 
A.  Wawancara dengan Bapak Joko 
1. Nama, umur,jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban : 
Nama : Joko mulyanto 
Umur : 35 
Jenis pekerjaan : penjual bandeng presto 
Pendapatan/bln : sekitar 11 juta/bulan 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut bapak/ibu ajukan?,Untuk modal 
kerja atau konsumtif? 
Jawaban : pengajuan pembiayaan murabahah tersebut untuk konsumtif,yaitu 
untuk nambah modal untuk membeli mobil. 
3. Mengapa bapak/ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Hira? Apakah 
sangat membantu ekonomi Bapak/ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: karena pada saat mau membeli motor uang saya kurang, jadi pihak BMT 
membantu membayar kekurangan buat membeli motor, saya juga kenal salah satu 
pegawainya jadi segala sesuatu dibantu ngurus. 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: cerita awalnya saya menjadi anggota BMT terlebih dahulu, melengkapi 
persyaratan barulah permohonan pembiayaan di ajukan dulunya saya sering bolak 
balik ke BMT mengurus persyaratan karena saya sering lupa apa saja yang harus 
dilengkapi, kemudian BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, 
setelah itu saya ke BMT untuk melakukan akad wakalah. Setelah itu selang 
beberapa hari saya ke BMT lagi untuk menyerahkan nota pembelian barang yang 
saya beli. Dan sekarang saya membayar angsuran ke BMT. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT Hira 
ada jaminan yang diminta oleh BMT Hira kepada Bapak/ibu?,Jika ada jaminan 
apakah apakah yang bapak/ibu berikan ke BMT Hira dalam mengajukan 
permohonan pembiayaan murabahah? 
Jawaban:  
Ada,jaminan sertifikat atas nama saya sendiri. 
Hasil wawancara dengan anggota pembiayaan. Hari Kamis, 17 Oktober 2019, 
pukul 01.30 -03.30 
B . Wawancara dengan Ibu Tuginah 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban :  
Nama  : Tuginah  
Umur : 45 
Jenis pekerjaan : Membuka toko kelontong 
Pendapatan/BLN : 8 juta/bulan 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak/ibu ajukan?Untuk modal 
kerja atau konsumtif? 
Jawaban : pengajuan pembiayaan murabahah tersebut untuk konsumtif, yaitu 
untuk membeli kedai untuk usaha es saribuah 
3. Mengapa bapak/ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT Hira? Apakah 
sangat membantu ekonomi Bapak/ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban :  
Karena sudah lama tahu tentang BMT Hira dan ada tetangga saya yang bekerja 
disana jadi dibantu mengurus pembiayaan itu,sangat membantu sekali dalam 
perekonomian saya 
4. Bagaimana prosedurnya?Apakah lebih cepat dan mudah?  
Jawaban:  
Prosedurnya sangat cepat dan mudah, jadi tidak terlalu lama menunggu untuk 
proses pembiayaan. Prosedurnya kemarin pertama saya menjadi anggota BMT 
terlebih dahulu, melengkapi persyaratan barulah permohonan pembiayaan di 
ajukan, BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu saya 
ke BMT untuk melakukan akad murabahah dan selanjutnya saya menunggu BMT 
membiayai untuk membeli kedai usaha saribuah. Dan sekarang saya membayar 
angsuran ke BMT.  
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT Hira 
ada jaminan yang diminta oleh BMT Hira kepada Bapak/ibu?Jika ada jaminan 
apakah yang Bapak/ibu berikan ke BMT Hira dalam mengajukan permohonan 
pembiayaan murabahah? 
Jawaban :  
Ada,jaminan sertifikat tanah pertanian milik suami saya. 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/ibu?  
Apakah ada hambatan atau lancar -lancar saja? 
Jawaban :  
Terlambat 3x angsuran karena banyak kebutuhan mendesak keluarga dan toko 
saya sepi pembeli.  
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet sama 
sekali)? 
Jawaban : 
Iya, dijelaskan, saya mendapat teguran dan denda. 
8. Apakah solusi yang diberikan BMT Hira terhadap Bapak/ibu ketika menunggak 
dalam pembayaran angsuran?  
Jawaban :  
Ini pembiayaan saya diatur kembali jadwalnya jadi jangka waktunya diperpanjang 
9. Aspek apa saja yang dinilai dalam penilai untuk pemberian pembiayaan 
murabahah?  
Jawaban :  
Dengan menggunakan penilaian 5C ( Character,Capacity, Capital, Collateral, and 
Condition) 
10. Bagaimana cara menguji/ mengetahui calon anggota tersebut layak atau tidak 
untuk memperoleh pembiayaan murabahah di BMT Hira? 
Jawaban : 
Dilakukan dengan cara mengetahui karakter,lingkungan, dan latar belakang calon 
anggota. 
11. Apakah jaminan harus selalu diikut sertakan dalam setiap permohonan 
pembiayan ? 
Jawaban:  
Iya, walaupun hanya sekedar fotokopian saja, tetapi hasil ada bukti keaslian foto 
kopi dengan melihat jaminan yang asli. 
12. Apakah jaminan berperan dalam menentukan besarnya Pembiayaan yang akan 
diberikan kepada debitur ? 
Jawaban : 
Mempengaruhi, tetapi yang lebih penting adalah karakter anggota yang akan 
pembiayaan itu baik atau tidak 
13. Kriteria jaminan seperti apakah yang bisa dijadikan sebagai jaminan di BMT 
Hira?  
Jawaban:  
Kendaraan roda 4 tahun 1990 keatas dan roda 2 tahun 2009 keatas, sertifikat tanah 
pekarangan dan pertanian yang tidak ada sengketa. Kios pasar dengan hak guna 
bangunan.  
 C. Wawancara dengan Bapak Widodo.  
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban :  
Nama : Widodo 
Umur : 42 
Jenis pekerjaan : Tukang Bangunan 
Pendapatan/BLN : 500 ribu/bulan 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut bapak/ibu ajukan? Untuk modal 
kerja atau konsumtif? 
Jawaban : 
 Konsumtif, yaitu untuk perbaikan rumah  
3. Mengapa bapak/ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Hira? Apakah 
sangat membantu ekonomi Bapak/ibu dalam menjalankan usaha  
Jawaban : 
Karena ada yang kenal dengan marketing nya, sangat membantu sekali 
4. Bagaimana prosedurnya ? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban :  
Prosedurnya ya tinggal datang saja ke BMT laku semua segera di proses. Semua 
itu(prosesnya) cepat dan gampang. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan murabahah di BMT Hira 
ada jaminan yang diminta oleh BMT Hira kepada bapak/ibu?Jika ada jaminan 
apakah yang bapak/ibu berikan ke BMT Hira dalam mengajukan permohonan 
pembiayaan murabahah?  
Jawaban :  
Cuma foto copy BPKB sepeda motor 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/ibu ? 
Apakah ada hambatan atau lancar- lancar saja ? 
Jawaban: 
 Angsuran Lancar, kadang Cuma beda tanggal kesepakatan pembayaran tidak 
sampai telat lewat bulan.  
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal( menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet sama 
sekali)?  
Jawaban : 
Iya, dijelaskan yang saya ingat yang jelas tidak ada sita jaminan.  
8. Apakah solusi yang diberikan BMT Hira terhadap Bapak/ibu ketika menunggak 
dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban:  
Saya kurang tahu tapi biasanya kalau ada kendala keterlambatan angsuran paling 
diberikan perpanjangan waktu dalam membayar angsuran.  
 D. Wawancara dengan Bapak Slamet,  Pada Hari Kamis 24 Oktober 2019, 
Pukul 01.20 – 03.20. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban :  
Nama  : Slamet 
Umur : 38 tahun 
Jenis pekerjaan : buruh tani   
Pendapatan/BLN : sekitar 300 ribu/bulan 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut bapak/ibu ajukan?Untuk modal 
kerja atau konsumtif? 
Jawaban:  
Untuk menambah modal kerja 
3. Mengapa bapak/ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Hira?Apakah 
sangat membantu ekonomi Bapak?ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban:  
Iya, sangat membantu 
4. Bagaimana prosedurnya?  
Apakah lebih cepat dan mudah ? 
Jawaban : 
Iya, cepat prosedurnya dulu saya menjadi anggota BMT terlebih dahulu, 
melengkapi persyaratan barulah permohonan pembiayaan di ajukan, BMT 
mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu saya ke BMT 
untuk melakukan akad wakalah. Setelah itu selang beberapa hari saya ke BMT 
lagi untuk menyerahkan nota pembelian pupuk dan bibit yang saya beli. Dan 
sekarang saya membayar angsuran ke BMT.  
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan murabahah di BMT Hira 
ada jaminan yang diminta oleh BMT Hira kepada bapak/ibu? Jika ada jaminan 
apakah yang bapak/ibu berikan ke BMT Hira dalam mengajukan permohonan 
pembiayaan murabahah? 
Jawaban :  
Ada, sertifikat tanah pertanian. 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/ibu? . 
Jawaban :  
Alhamdulillah lancar 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menuggak dalam pembayaran angsuran atau macet sama 
sekali) ?  
Jawaban :  
Iya, dijelaskan tentu kalau bermasalah akan mendapat teguran dari BMT.  
8. Apakah solusi yang diberikan BMT Hira terhadap bapa/ibu ketika menunggak 
dalam pembayaran angsuran ?  
Jawaban :  
Biasanya di kasih toleransi tenggang waktu sampai sebelum akhir bulan. 
 E. Wawancara dengan Ibu Pariem, Hari Selasa  tanggal 25 Oktober 2019, 
Pukul 09-00 -11.30 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  : Pariem 
Umur : 40 tahun 
Jenis pekerjaan  : Pedagang Buah 
Pendapatan/BLN :  sekitar 5 juta/bulan 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut bapak/ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban:  
Pengajuan pembiayaan murabahah tersebut untuk tambah - tambah modal usaha 
toko buah saya. 
3. Mengapa bapak/ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Hira? 
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak/ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Sangat membantu saya dalam menjalankan usaha 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: iya cepat dan mudah. Dulu awalnya saya menjadi anggota BMT terlebih 
dahulu,kemudian melengkapi persyaratan barulah permohonan pembiayaan di 
ajukan, BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu saya 
ke BMT untuk melakukan akad wakalah, setelah itu selang beberapa hari saya ke 
BMT lagi untuk menyerahkan nota pembelian barang yang sudah saya beli. Dan 
sekarang saya membayar angsuran ke BMT. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan murabahah di BMT Hira 
ada jaminan uang diminta oleh BMT Hira kepada Bapak/Ibu?  
Jika ada jaminan apakah yang bapak/ibu berikan ke BMT Hira dalam mengajukan 
permohonan pembiayaan murabahah? 
Jawaban:  
Ada, jaminan sertifikat rumah atas nama saya sendiri. 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu?  
Apakah ada hambatan atau lancar - lancar saja ? 
Jawaban : Angsuran Lancar, tidak pernah macet  
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet sama 
sekali)? 
Jawaban : 
Saya lupa, tapi sepertinya akan ada denda. 
8. Apakah solusi yang diberikan BMT Hira terhadap Bapak/ibu ketika menunggak 
dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban : 
Paling di kasih toleransi tenggang waktu sampai sebelum akhir bulan. Jadi kalau 
ada kendala keterlambatan waktu jatuh tanggal masih bisa ditoleransi.   
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